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INDONESIA) 
Anggi Aulia Rahma 
Email: Anggiauliarahma7@gmail.com 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD per kapita, unconditional 
grant (DAU dan DBH) per kapita, belanja daerah per kapita tahun sebelumnya (t-
1) terhadap belanja per kapita serta mengetahui kemungkinan terjadinya 
fenomena flypaper effect dan alasan akan hal tersebut pada pemerintahan daerah 
provinsi di Indonesia tahun 2011-2016 berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) 
yaitu IKF tinggi, sedang, dan rendah. Estimasi dilakukan dengan regresi data panel 
yang menggunakan program eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengaruh PAD per kapita, unconditional grant (DAU dan DBH) per kapita, belanja 
daerah per kapita tahun sebelumnya (t-1) terhadap belanja per kapita pada daerah 
setiap kategori IKF berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah per 
kapita. Fenomena flypaper effect ditemukan pada daerah IKF sedang dan rendah, 
sedangkan IKF tinggi tidak ditemukan fenomena tersebut. 
Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, flypaper effect, Indeks Kapasitas Fiskal (IKF),  
        Pendapatan Asli Daerah (PAD), Unconditional Grant (DAU dan  
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ABSTRAC 
This study aims to determine the effect of per capita PAD, per capita unconditional 
grant (DAU and DBH), per capita expenditure (t-1) on per capita expenditure, and 
to know the possibility of flypaper effect phenomenon and the reason for it in local 
government provinces in Indonesia in 2011-2016 based on Fiscal Capacity Index 
(FCI). Estimation was performed by panel data regression using eviews program 
9. The results of this study indicate that per capita PAD, per capita unconditional 
grant (DAU and DBH), and per capita expenditure (t-1) has a significant and 
positive impact on per capita expenditure. The phenomenon of flypaper effect was 
found in medium and low FCI areas, whereas high FCI was not found the 
phenomenon of flypaper effect. 
Keywords: Fiscal Decentralization, flypaper effect, Fiscal Capacity Index (FCI), 
       Local revenue (PAD), Unconditional Grant (DAU and DBH),   
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1.1. Latar Belakang 
Lahirnya kebijakan desentralisasi fiskal menjadi sebuah pijakan bagi 
otonomi daerah, dapat dikatakan demikian karena otonomi daerah lahir setelah 
adanya desentralisasi fiskal. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah menjadi tanda dimulainya otonomi daerah, yang memberikan 
kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengatur segala urusan yang menjadi 
tanggungjawabnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Tujuan 
daripada hal ini adalah untuk mempercepat pembangunan, agar pembangunan di 
daerah berjalan seiring dengan pembangunan yang ada di pusat, serta 
menciptakan kemandirian daerah. Timbulnya otonomi daerah juga memberikan 
kewenangan yang penuh kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom, baik 
provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri 
melalui struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Pengelolaan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah salah satunya 
ditujukan untuk melahirkan kemandirian daerah (Mayasari et al, 2014). 
Pelaksanaan kebijakan tersebut membawa konsekuensi bagi daerah-daerah 
otonom untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam 
menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan 
masyarakat daerah (Mardiasmo, 2002). Kemampuan daerah untuk menggali 
pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung dari potensi ekonomi 
daerah tersebut, yang selanjutnya diolah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi 
yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang 





fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya desentralisasi 
tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, di mana kemandirian 
daerah diukur berdasarkan kemampuan menggali dan mengelola keuangannya.  
Pengaruh langsung yang dirasakan dari imbas kewenangan daerah adalah 
kebutuhan dana yang cukup besar sebagai penopang menuju kemandirian 
daerah. Sumber dana utama pendapatan pemerintah daerah berasal dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendanai pengeluaran 
belanja daerah. Namun, sumber penerimaan bukan hanya berasal dari PAD saja, 
melainkan juga dari alokasi bantuan transfer dari pemerintah pusat berupa dana 
perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah. Pelaksanaan kewenangan 
pemerintah daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditunjang oleh pemerintah pusat 
dengan mengalokasikan dana perimbangan.  
Sesuai dengan prinsip Money Follows Function penyerahan kewenangan 
kepada daerah juga dibarengi dengan sumber-sumber pembiayaan dari 
pemerintah pusat. Sumber pembiayaan tersebut berupa distribusi dana transfer 
yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal antar 
pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di 
seluruh provinsi. Dana transfer yang dialokasikan kepada setiap daerah terbagi 
menjadi dua mekanisme yaitu conditional grant dan unconditional grant, termasuk 
dalam unconditional grant adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang berperan 
sebagai pemerataan fiskal termasuk ke antar daerah (fiscal equalization), dan 
Dana Bagi Hasil (DBH) yang memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan 
daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Alokasi DAU ini 
ditunjukan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah (horizontal imbalances) 
























DAU (Triliun Rupiah) Penerimaan APBN
bersumber dari 26% (dua puluh enam persen) Pendapatan Dalam Negeri (PDN) 
neto yang ditetapkan dalam APBN, yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi serta tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu (Unconditional 
Grants).  
Gambar 1.1: Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Periode Tahun 2011 








   
 
 
Sumber: Data diolah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan 
  Keuangan Daerah (DJPK), 2018  
Gambar 1.1 secara jelas menggambarkan bahwa peningkatan penerimaan 
APBN memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya disusul dengan alokasi DAU. 
Kenaikan DAU yang signifikan selalu terjadi tiap tahunnya dari periode tahun 2011 
hingga 2016. Terlihat persentase kenaikan paling tertinggi terjadi pada periode 
tahun 2013, di mana pada saat itu bantuan dana dari pemerintah pusat berupa 
DAU melonjak 18% (delapan belas persen) dari sebelumnya Rp. 270,5 triliun 
menjadi Rp. 307,3 triliun. Selanjutnya, alokasi DAU yang diterima pemerintah 
daerah pada tahun 2016 meningkat sebesar 7% (tujuh persen) dari tahun 
sebelumnya menjadi sebesar Rp. 374.27 triliun.  
Dengan demikian berdasarkan Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa 

























menyesuaikan penerimaan APBN yang selalu meningkat pula. Hal ini juga 
menandakan bahwa peran pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal secara 
umum telah berkurang, sementara proporsi pengelolaan fiskal dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah 
sepenuhnya melalui APBD akan meningkat (Ismail et al, 2014). Selain itu, 
perbandingan penerimaan DAU dan DBH sebagai unconditional grant terus 
menampakkan gambaran nominal yang besar setiap tahunnya meskipun pada 
tahun 2014 penerimaan DBH menyurut, tapi nominal yang dihasilkan selalu 
menunjukkan angka yang naik. 
Gambar 1.2: Perbandingan Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai Dana Transfer Tak Bersyarat 










Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Selama hampir dua dekade pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah diimplementasikan di Indonesia. Harapan akan hal ini 
adalah daerah otonom semakin mandiri dalam pelaksanaan pemerintahan 
maupun pembangunan daerah melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya 
sendiri. Disamping itu, harapan tersebut merupakan hal yang akan mungkin 
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bahkan kebutuhan rill daerahnya sendiri. Maka dari itu, daerah otonom dituntut 
memiliki kreativitas serta inovasi untuk memaksimalkan potensi keberadaan PAD 
yang ada di daerahnya, karena potensi yang melimpah merupakan bekal yang 
digunakan pemerintah daerah agar dapat sejajar dengan pengeluaran yang 
dilakukan serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sementara berbagai 
bentuk transfer dari pemerintah pusat seyogyanya hanya instrumen pendukung 
dan penyeimbang ketika PAD tidak cukup lihai untuk menunjang pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Namun, dalam perkembangan perjalanan desentralisasi dan otonomi 
daerah, alokasi DAU yang meningkat tiap tahunnya dapat mengindikasikan bahwa 
kemandirian fiskal daerah yang lama diharapkan belum juga terkabul. Peningkatan 
alokasi DAU tersebut juga berdampak pada alokasi DAU pada setiap daerah 
provinsi di Indonesia. Pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa penerimaan alokasi 
DAU secara keseluruhan daerah provinsi selalu naik setiap tahunnya. Kondisi ini 
juga diperparah dengan adanya pembagian daerah ke dalam kategori Indeks 
Kapasitas Fiskal (IKF) yang menunjukkan banyak daerah provinsi yang masuk ke 
dalam kategori  IKF rendah. 
Gambar 1.3: Realisasi DAU Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2011 














Tabel 1.1: Rata-Rata Indeks Kapasitas Fiskal 2011 Hingga 2016 Provinsi 
di Indonesia 
PROVINSI INDEKS KATEGORI 
Aceh 1 Sedang 
Sumatera Utara 0.36 Rendah 
Sumatera Barat 0.51 Sedang 
Riau 1.13 Tinggi 
Jambi 0.73 Sedang 
Sumatera Selatan 0.33 Rendah 
Bengkulu 0.33 Rendah 
Lampung 0.22 Rendah 
DKI Jakarta 7.26 Sangat tinggi 
Jawa Barat 0.28 Rendah 
Jawa Tengah 0.15 Rendah 
DI Yogyakarta 0.3 Rendah 
Jawa Timur 0.23 Rendah 
Kalimantan Barat 0.55 Sedang 
Kalimantan Utara 2.55 Sangat tinggi 
Kalimantan Tengah 1.36 Tinggi 
Kalimantan Selatan 1.64 Tinggi 
Kalimantan Timur 4.30 Sangat tinggi 
Sulawesi Utara 0.64 Sedang 
Sulawesi Barat 0.43 Rendah 
Sulawesi Tengah 0.32 Rendah 
Sulawesi Selatan 0.35 Rendah 
Sulawesi Tenggara 0.36 Rendah 
Bali 1.49 Tinggi 
NTB 0.14 Rendah 
NTT 0.12 Rendah 
Maluku 0.3 Rendah 
Papua 0.85 Sedang 
Maluku Utara 1.04 Tinggi 
Banten 0.63 Sedang 
Bangka Belitung 1.57 Tinggi 
Gorontalo 0.33 Rendah 
Kepulauan Riau 1.66 Tinggi 
Papua Barat 1.95 Tinggi 
 
Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
 
Kapasitas fiskal daerah merupakan penentu suatu daerah dapat dikatakan 
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fiskal daerah provinsi di Indonesia masih dikatakan jauh dari kemandirian fiskal. 
Kapasitas fiskal dari 34 provinsi yang memiliki kategori sangat tinggi hanya 
berjumlah 3 provinsi, untuk kategori tinggi berjumlah 8 provinsi, lalu kategori 
sedang berjumlah 7 provinsi serta kategori rendah berjumlah 16 provinsi. 
Kapasitas fiskal di atas juga menunjukkan bahwa pulau Jawa sebagai pusat 
pertumbuhan nasional memiliki kapasitas yang rendah dalam pengelolaan 
penerimaan pendapatannya, kecuali DKI Jakarta yang telah berhasil memiliki 
predikat kapasitas yang sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 
kemandirian fiskal daerah berjalan kurang progresif, sehingga memperkuat 
indikasi adanya kegagalan desentralisasi. Lebih lanjut, keadaan demikian 
menandakan bahwa pemerintah daerah lebih bergantung pada pemerintah pusat 
dari alokasi dana transfer.  

















Indikasi adanya kelumpuhan pada kapasitas fiskal daerah juga diperparah 
dengan data realisasi pengeluaran belanja per provinsi yang setiap tahunnya naik. 
Kenaikan pengeluaran belanja ini tidak sejalan dengan hasil kapasitas fiskal 
daerah. Gambar 1.4 mendekripsikan bahwa setiap pergantian tahun anggaran, 
realisasi alokasi belanja daerah seluruh provinsi di Indonesia selalu mengalami 
kenaikan. Dilihat dari grafik, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada 
beberapa provinsi di pulau Jawa. Provinsi Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa 
Timur mengalami kenaikan pengeluaran belanja setiap tahunnya, namun 
kapasitas fiskal daerahnya masih dikatakan rendah. Berbeda dengan Provinsi 
Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, meskipun pengeluaran belanja setiap 
tahunnya meningkat namun kapasitas fiskal daerahnya sangat mencukupi untuk 
melakukan pengeluaran yang terus mengalami kenaikan. Kondisi seperti ini juga 
dapat diindikasikan bahwa pemerintah daerah memanfaatkan dana transfer yang 
selama ini mengalami peningkatan, daripada memaksimalkan adanya potensi 
daerahnya.   
 Berdasarkan kondisi yang dipaparkan tersebut hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah melalui dana perimbangan setidaknya perlu 
dievaluasi secara mendalam agar tidak merusak bentuk kemandirian fiskal daerah. 
Keadaan seperti ini pada kemudian hari dikhawatirkan akan menyebabkan adanya 
celah yang membuat dana transfer dianggap memanjakan dan sering kali 
menimbulkan berbagai bentuk mispersepsi. Efek negatif ketergantungan pada 
dana transfer adalah pemerintah daerah kurang antusias untuk meningkatkan 
kualitas layanannya. Perihal pemerintah daerah lebih menstimulus belanja 
daerahnya dari dana transfer khususnya unconditonal grant daripada dari 





Kondisi-kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai pengelolaan 
keuangan daerah menciptakan adanya kesejangan. Kapasitas daerah yang masih 
rendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengindikasikan adanya kegagalan 
desentralisasi yang tidak sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal, yaitu 
mewujudkan kemandirian daerah. Selain itu, kenaikan alokasi DAU serta DBH 
sebagai unconditional grant dan belanja daerah mengalami kenaikan yang 
signifikan, hal ini dapat menandakan bahwa pengeluaran belanja lebih banyak 
didanai dari penerimaan alokasi dana transfer, karena kapasitas daerah yang 
masih rendah oleh karenanya kondisi ini mencerminkan adanya fenomena 
flypaper effect dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pada penelitian ini 
akan menjelaskan lebih detail mengapa fenomena flypaper effect terjadi pada 
pemerintahan provinsi di Indonesia.  Selanjutnya penelitian ini juga mengacu pada 
saran yang dilontarkan oleh penelitian Hafiluddin (2013) bahwa penelitian 
selanjutnya untuk mengidentifikasi adanya fenomena flypaper effect dapat 
mempertimbangkan stratifikasi dan clustering daerah berdasarkan kemampuan 
fiskalnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi riil pengelolaan keuangan 
daerah. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di tiap 
provinsi di Indonesia sebagaimana telah dijabarkan di latar belakang oleh peneliti, 
maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan transfer tak 
bersyarat (unconditional grant), dan belanja daerah tahun sebelumnya 
terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah di tingkat provinsi di 





2. Mengapa terjadi fenomena flypaper effect terhadap belanja daerah pada 
pemerintah daerah di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2011-2016? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan transfer tak 
bersyarat (unconditional grant), dan belanja daerah tahun sebelumnya 
terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah di tingkat provinsi di 
Indonesia tahun 2011-2016; dan 
2. Mengetahui alasan mengapa terjadi fenomena flypaper effect pada 
pemerintah daerah di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2011-2016; 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Baik bagi 
perkembangan ilmu ekonomi maupun bagi pengambil kebijakan. Manfaat 
penelitian ini antara lain : 
1. Secara teoritis dan akademis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang 
implikasi kemampuan pengelolaan keuangan daerah pada desentralisasi dan 
otonomi daerah. Di samping itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan 
referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini; 
2. Secara praktis, penelitian ini juga menjadi penting dalam memberikan 
masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan 
pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menghasilkan potensi 
daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Masukan yang dimaksud 
adalah dalam bentuk kontribusi kepada eksekutif dan legislatif untuk 









2.1. Eksistensi Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia 
Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah 
berlangsung lama dengan naungan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Secara 
formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut dengan daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur 
dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri. Sedangkan 
desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh 
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa otonomi 
daerah dapat dilaksanakan, jika ada pelimpahan dan pemberian wewenang 
pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom (Saragih, 2003). 
Merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dapat dikatakan bahwa 
otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi. 
Hal ini berarti otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu 
mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti (saragih, 2003) 
dan (Mardiasmo, 2004). Namun terdapat perbedaan dari keduanya, dalam 





pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan lebih rendah, sedangkan 
otonomi berarti terdapat kebebasan dalam mengatur dan melaksanakan sesuatu 
oleh suatu unit politik atau bagian wilayah teritori dalam kaitannya dengan 
masyarakat politik atau negara (Saragih, 2003). Dengan kata lain, desentralisasi 
adalah berkurangnya atau diserahkannya sebagian atau seluruh wewenang 
pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah, sehingga daerah yang menerima 
kewenangan bersifat otonom, yakni dapat menentukan caranya sendiri 
berdasarkan inisiatif sendiri secara bebas, sesuai wewenang yang diserahkan 
kepada daerah (Smoke (2001) dalam Mualim, 2010). 
Menurut Mardiasmo (2002), tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah 
adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service), dan memajukan 
perekonomian daerah. Selain itu, terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan 
otonomi daerah, yaitu pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 
publik dan kesejahteraan masyarakat; kedua, menciptakan efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan sumber daya daerah; ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang 
bagi masyarakat (public) untuk berpastisipasi dalam proses pembangunan. 
Sedangkan desentraliasasi menurut Mardiasmo (2009) dalam Zulyanto (2010), 
memiliki prinsip dan tujuan antara lain, (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara 
pemerintah pusat (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal 
imbalance); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi 
kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (3) meningkatkan efisiensi 
peningkatkan sumber daya nasional; (4) tata kelola, transaparan, dan akuntabel 
dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat 






Litvack, dkk (1998) memberikan argumen yang mendukung desentralisasi 
dengan menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya 
diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling 
minimum, karena: (1) pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan 
masyarakatnya; (2) keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal sangat responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal 
melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat; dan 
(3) persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan 
inovasinya. 
Secara Garis besar, menurut Litvack dalam Zulyanto (2010), kebijakan 
desentralisasi dibedakan atas 3 jenis yang saling berkaitan, yaitu : 
1. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada 
daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk 
penetapan standar dan berbagai peraturan; 
2. Desentralisasi administrasi, yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, 
tanggungjawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan; 
3. Desentralisasi fiskal, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk 
menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari 
pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun 
investasi. 
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, desentralisasi 
fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dari otonomi daerah 





melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif serta menyediakan 
pelayanan di sektor publik secara lebih leluasa. Apabila pemerintah daerah 
melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam 
pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka pemerintah 
harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik berasal 
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surchange of taxes, pinjaman, 
maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat (Mualim, 2010). Hal ini sejalan 
dengan pemikiran Yustika (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan 
desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya 
desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, di mana 
kemandirian daerah diukur berdasarkan kemampuan menggali dan mengelola 
keuangannya.  
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal sangat erat, maka dari itu dapat dikatakan otonomi daerah 
tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Saragih, 2003). Oleh 
sebab itu, otonomi daerah membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal, untuk 
memampukan kemampuan keuangan daerah di dalam meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum. Hal 
ini diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004).  
Bahl (1999) dalam Mualim (2010) mengemukakan bahwa dalam 
melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function 
merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip 
ini mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah 





kepada daerah, dalam hal ini penerimaan/pendanaan (revenue assignment) 
(khusaini, 2006). Proses ini dapat dilakukan melalui mekanisme dana 
perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna 
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi 
(Zulyanto, 2010). Pengalokasian dana perimbangan di Indonesia diwujudkan 
dalam bentuk dana perimbangan berupa transfer Bagi Hasil, DAU, dan DAK dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.  
2.2. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat 
ke daerah otonom tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber 
pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan 
kewenangan yang didesentralisasikan dan didekonsentrasikan, hal ini 
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) dan (2). 
Untuk merealisasikan ketentuan pasal 12 di atas, maka pemerintah mengeluarkan 
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah.  
Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah  
dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (money follows function). 
Artinya bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan 
pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan 
menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan 
yang ada. Prinsip ini menjelaskan bahwa pendanaan atas fungsi-fungsi 
pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara pemerintahan 
pusat dan daerah. Pembagian urusan tersebut dapat dibedakan menjadi pertama, 





Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); kedua dekonsentrasi dengan 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN); dan ketiga tugas pembantuan dengan 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya dibebankan atas anggaran 
tingkat pemerintahan yang menugaskan. 
Menurut Khusaini (2006), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepala daerah 
diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan 
pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan 
(grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain itu, daerah juga diberikan 
kewenangan untuk melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar 
negeri. 
Kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut memberikan 
perubahan yang banyak dirasakan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah 
semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola 
pemerintahan dan keuangan daerah. Harapan atas wewenang yang didapatkan 
oleh daerah otonom ini adalah pembangunan daerah yang berjalan sesuai 
aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah. Sehingga dalam prosesnya akan 
berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi regional yang pada gilirannya 
akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
2.2.1. Sumber Pendanaan Keuangan Pemerintah Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendanaan 
keuangan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, 






1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 
ekonomi asli daerah. Menurut Ritonga (2009) dalam Kartika (2013), adapun jenis-
jenis pendapatan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
a) Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah terdiri dari pajak 
daerah pemerintah provinsi dan pajak daerah pemerintah kabupaten/kota. 
Pajak daerah pemerintah provinsi yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah 
provinsi seperti, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 
bermotor, pajak air bawah tanah. Sedangkan pajak daerah pemerintah 
kabupaten/kota yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota 
seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. 
b) Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah unntuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. 
Jenis retribusi daerah dirinci menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 
dapat dibedakan menjadi : 
 Retribusi jasa umum, merupakan retribusi yang ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan. 
Retribusi ini antara lain pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, 
pengganti cetak KTP/akte catatan sipil, pemakaman dan pengabuan 





bermotor, pemeriksaan akat pemadam kebakaran, penggantian cetak 
peta, pengujian kapal perikanan; 
 Retribusi jasa usaha, merupakan retribusi yang didasarkan pada tujuan 
untuk memperoleh keuntungan yang layak dan biasanya berorientasi 
pada harga pasar. Contohnya antara lain pemakaian kekayaan daerah, 
pasar grosir/pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus 
parker, tempat penginapan/pesanggrahan/vila, penyedotan kakus, rumah 
potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan 
olahraga, penyeberangan di atas air, pengolahan limbah cair, penjualan 
produksi usaha daerah; 
 Retribusi perizinan tertentu, merupakan retribusi yang didasarkan pada 
tujuan untuk menutup sebagian/seluruh biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang bersangkutan. Contoh retribusi ini antara lain  
(ijin mendirikan bangunan, ijin tempat penjualan minuman beralkohol, iji 
gangguan, dan ijin trayek.  
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 
Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 
dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui 
anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan 
dipertanggung-jawabkan sendiri. Menurut objek pendapatan, jenis 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut : 
 bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
daerah/BUMD; 






 bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
kelompok usaha masyarakat 
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan 
lain-lain pendapatan asli daerah menurut objek pendapatan, yaitu : 
 Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
 Jasa giro; 
 Pendapatan bunga; 
 Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 
 Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 
 Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing; 
 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 
 Pendapatan denda pajak; 
 Pendapatan denda retribusi; 
 Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 
 Pendapatan dari pengembalian; 
 Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 
 Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 
 Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 
2. Dana Perimbangan  
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pendanaan penyelenggaraan 
desentralisasi diatur pembagian keuangan sebagai dana perimbangan (grants) 





transparan, dan bertanggungjawab. Pengalokasian sejumlah dana dari APBN 
sebagai dana perimbangan terdiri dari : 
a) Dana Bagi Hasil (DBH) 
DBH merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang 
memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya. DBH termasuk 
pemberian transfer tidak dengan syarat-syarat tertentu (Unconditional Grants). 
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah, bagian daerah dari pajak maupun sumber daya 
alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. 
Adapun jenis-jenis serta persentase besaran  DBH menurut Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yaitu 
sebagai berikut: 
 DBH yang bersumber dari pajak, yang terdiri dari atas Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 
dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 
Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Berikut masing-masing persentase 
setiap jenis pajak yang dialokasikan kepada pemerintah daerah: 
Tabel 2.1: Persentase Alokasi DBH Pajak kepada Pemerintah Daerah  
Jenis Pajak Persentase antar pemerintah Persentase antar Daerah 
PBB 10% pemerintah pusat; 
90% pemerintah daerah 
16,2% untuk provinsi; 
64,8% untuk kabupaten/kota; 
9% untuk biaya pemungutan 
BPHTB 20% pemerintah pusat; 
80% pemerintah daerah 
16% untuk provinsi; 
64% untuk kabupaten/kota 
PPh WPOPDN 
PPh Pasal 21 
20% pemerintah daerah 8% untuk provinsi; 
12% untuk kabupaten/kota 
Sumber: Data diolah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005  






 DBH yang bersumber dari sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, 
pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan 
gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Berikut masing-masing persentase 
setiap jenis pajak yang dialokasikan kepada pemerintah daerah: 
Tabel 2.2: Persentase Alokasi DBH Sumber Daya Alam kepada 
Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 
Jenis SDA dan sumber Persentase antar Daerah 
Kehutanan,  
bersumber dari : 
a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 
Hutan (IIUPH); 
b. Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH); dan 
c. Dana Reboisasi (DR) 
a. IIUPH untuk daerah 80%, dibagi 16% untuk 
provinsi yang bersangkutan, dan 64% untuk 
kabupaten/kota penghasil 
b. PSDH untuk daerah 80%, dibagi 16% untuk 
provinsi yang bersangkutan, 32% untuk 
kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk 
kabupate/kota lainnya dalam provinsi yang 
bersangkutan 
c. DR dibagi 40% kepada kabupaten/kota untuk 
mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 
Pertambangan Umum, 
bersumber dari: 
a. Iuran Tetap (Land-rent); dan 
b. Iuran Eksplorasi dan Iuran 
Ekspoitasi (Royalty) 
a. Land-rent yang berasal dari wilayah 
kabupaten/kota untuk daerah 80%. Dibagi 16% 
untuk provinsi, yang bersangkutan dan 64% untuk 
kabupaten/kota penghasil. Sedangkan Land-rent 
yang berasal dari wilayah provinsi sebesar 80% 
untuk provinsi yang bersangkutan; 
b. Royalty yang berasal dari wilayah kabupaten/kota 
untuk daerah 80%. Dibagi 16% untuk provinsi 
yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota 
penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya 
dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan 
Royalty yang berasal dari wilayah provinsi untuk 
daerah 80%. Dibagi 26% untuk provinsi yang 
bersangkutan, dan 54% untuk kabupaten/kota 







Jenis SDA dan sumber Persentase antar Daerah 
Perikanan, 
Bersumber dari: 
a. Pungutan Pengusahaan 
Perikanan; dan 
b. Pungutan Hasil Perikanan 
DBH perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan 
dengan porsi yang sama besar untuk seluruh 
kabupaten/kota 
*Pertambangan Minyak Bumi 
Bersumber dari wilayah 
kabupaten/kota dan provinsi 
DBH pertambangan minyak bumi dari kabupaten/kota 
sebesar 15,5%. Dibagi lagi: 
a. Sebesar 15% dengan rincian: 3% untuk provinsi 
yang berangkutan, 6% untuk kabupaten/kota 
penghasil, dan 6% untuk seluruh kabupaten/kota 
dalam provinsi yang bersangkutan; 
b. Sebesar 0,5% sengan rincian: 0,1% untuk provinsi 
bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota 
penghasil, dan 0,2% untuk seluruh 
kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang 
bersangkutan. 
 
DBH pertambangan minyak bumi dari provinsi 
sebesar 15,5%. Dibagi lagi: 
a. Sebesar 15% dengan rincian: 5% untuk provinsi 
yang bersangkutan, dan 10% untuk seluruh 
kabupaten/kota dalam provinsi yang 
bersangkutan; 
b. Sebesar 0,5% dengan rincian: 0,17% untuk 
provinsi yang bersangkutan, dan 0,33% untuk 
seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang 
bersangkutan. 
*Pertambangan Gas Bumi 
Bersumber dari wilayah 
kabupaten/kota dan provinsi 
DBH pertambangan gas bumi dari kabupaten/kota 
sebesar 30,5%. Dibagi lagi: 
a. Sebesar 30% dengan rincian: 6% untuk provinsi 
yang berangkutan, 12% untuk kabupaten/kota 
penghasil, dan 12% untuk seluruh kabupaten/kota 







Jenis SDA dan sumber Persentase antar Daerah 
 b. Sebesar 0,5% sengan rincian: 0,1% untuk provinsi 
bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota 
penghasil, dan 0,2% untuk kabupaten/kota dalam 
provinsi yang bersangkutan. 
 
DBH pertambangan minyak bumi dari provinsi 
sebesar 30,5%. Dibagi lagi: 
a. Sebesar 30% dengan rincian: 10% untuk provinsi 
yang bersangkutan, dan 20% untuk seluruh 
kabupaten/kota dalam provinsi yang 
bersangkutan; 
b. Sebesar 0,5% dengan rincian: 0,17% untuk 
provinsi yang bersangkutan, dan 0,33% untuk 
seluruh kabupaten 
Pertambangan Panas Bumi 
Bersumber dari: 
a. Setoran bagian pemerintah, atau 
b. Iuran tetap dan iuran produksi 
DBH panas bumi sebesar 80% untuk daerah, dibagi 
16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk 
kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk seluruh 
kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang 
bersangkutan. 
*Hasil sumber daya alam yang sudah dikurangi komponen pajak dan pengutan lainnya 
Sumber: Data diolah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005    
   tentang Dana Perimbangan (diolah), 2018 
b) Dana Alokasi Umum (DAU) 
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta tidak disertai 
dengan syarat-syarat tertentu (Unconditional Grants). Berkaitan dengan besarnya 
DAU, pada Pasal 27 ayat (1) hingga (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
menyatakan bahwa: 1) jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 
26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang 
ditetapkan dalam APBN; 2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar 





dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah; dan 4) alokasi dihitung berdasarkan 
jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
 
  
Kebutuhan fiskal (KbF) daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah 
untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan 
diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks 
Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, 
dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Kapasitas Fiskal (KpF) 
daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana 
Bagi Hasil (pajak dan sumber daya).  
Menurut pasal 29, Proporsi DAU antar daerah Provinsi dan kabupaten/kota 
ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan 
kabupaten/kota. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung 
berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah 
DAU seluruh daerah provinsi, sedangkan bobot daerah provinsi merupakan 
perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi dan totoal celah fiskal seluruh 
daerah provinsi. Sementara untuk daerah kabupaten/kota DAU atas dasar celah 
fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota bersangkutan 
dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota, sedangkan bobot daerah 
kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah 
kabupaten/kota dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota. 
 
 
DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal 
 
Alokasi Dasar  = Jumlah Gaji Pegawai Negeri sipil Daerah 






c) Dana Alokasi Khusus (DAK) 
DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu daengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional serta termasuk pemberian transfer yang disertai dengan syarat-syarat 
tertentu (Conditional Grants). Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan 
yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang penting untuk 
pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, besaran DAK 
ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN berdasarkan masing-masing bidang 
kegiatan dan disesuaikan dengan ketersediaan dalam APBN. Terdapat 12 bidang 
kegiatan DAK yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, kelautan dan 
perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan, lingkungan hidup, kependudukan, 
dan kehutanan. Sebagai hasilnya, jumlah alokasi DAK yang meningkat pada 
dasarnya terbagi atas alokasi untuk banyak bidang, sehingga efektivitas alokasi 
DAK per bidang menjadi sangat minimal. 
DAK tidak dialokasikan kepada semua daerah, melainkan hanya kepada 
daerah tertentu yang memiliki kondisi khusus. Seperti yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pemerintah pusat menetapkan kriteria 
daerah yang mendapatkan DAK yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria 
teknis : 
 Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah dalam APBD; 
 Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan karakteristik daerah; dan 





3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa lain-lain pendapatan 
yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah 
maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang 
yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah dapat berupa hibah, dana darurat 
dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah bertujuan memberi peluang kepada 
daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang lainnya. 
2.2.2. Belanja Daerah  
Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurangi nilai 
kekayaan bersih (Halim, 2007). Sedangkan menurut Yuwono, dkk dalam 
Panggabean (2009), belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau 
kewajiban yang dapat diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode 
satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh 
pemerintah. Menurut Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 Ayat (1), belanja daerah digunakan 
dalam rangka untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan 
penanganannya dalam bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama. 
Menurut Ritonga (2009) dalam Kartika (2013), belanja menurut  
kelompoknya  dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu: 
1. Kelompok Belanja Tidak Langsung 
Merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung 
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasa disebut 
sebagai fixed cost yang jumlahnya relatif tetap dari tahun ke tahun. Kelompok 





a) Belanja pegawai 
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan 
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri 
sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja 
pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
b) Belanja bunga 
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang 
yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman 
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; 
c) Belanja subsisdi 
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang 
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; 
d) Belanja hibah 
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam 
bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah 
lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya; 
e) Bantuan sosial 
Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau 








f) Belanja bagi hasil 
Belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi 
kepada pemerintah kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah 
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah 
tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; 
g) Bantuan keuangan 
Bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada 
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau 
dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah 
daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan 
keuangan; 
h) Belanja lain-lain/tidak terduga 
Belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa 
atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan 
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian 
atas kelebihan penerimaan daerah bertahun-tahun sebelumnya setelah 
ditutup. 
2. Kelompok Belanja Langsung 
Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait 
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 
langsung dari suatu kegiatan dibagi menjadi : 
a) Belanja Pegawai 
Belanja pegawai merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam 





b) Belanja barang dan jasa  
Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan 
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam 
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; 
c) Belanja modal 
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintahan. 
2.3. Indeks Kapasitas Daerah di Indonesia sebagai Gambaran kemampuan 
Keuangan Daerah secara Umum 
Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah 
yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman 
lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai 
pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi 
belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016, peta Kapasitas Fiskal 
Daerah (KFD) digunakan untuk menekankan gambaran kemampuan keuangan 
daerah dengan lebih akurat dan teliti. Selain itu, peta kapasitas fiskal ini dapat 
digunakan untuk (i) menilai kelayakan pemerintah daerah sebagai calon penerima 
hibah, (ii) menilai kelayakan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman 
daerah, (iii) menentukan dana pendamping suatu kegiatan, dan (iv) hal-hal lain 





Proses penyusunan peta kapasitas fiskal dilakukan melalui 2 tahap yaitu (a) 
tahap penghitungan kapasitas fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, 
dan (b) tahap penghitungan indeks kapasitas fiskal daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Penghitungan kapasitas fiskal daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota ini dilakukan dengan formula sebagai berikut: 
KF = 




KF   = Kapasitas Fiskal 
PAD   = Pendapatan Asli Daerah 
DBH   = Dana Bagi Hasil 
DAU   = Dana Alokasi Umum 
Otsus   = Dana Otonomi Khusus 
Transfer Provinsi = Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota (bernilai 
      positif untuk Kabupaten/Kota dan negatif untuk provinsi)  
LP   = Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
BP   = Belanja Pegawai 
Penghitungan kapasitas fiskal ini dilakukan berdasarkan data realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun sebelumnya yang telah 
sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Dari penghitungan kapasitas fiskal 
ini, nantinya akan dihitung indeks kapasitas fiskal daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah yang dihasilkan, 





a. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal lebih dari atau sama dengan 2 (IKF 
≥ 2) adalah daerah yang mempunyai kapasitas fiskal sangat tinggi; 
b. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal lebih dari atau sama dengan 1 
sampai kurang dari 2 (1 ≤ IKF < 2) merupakan daerah dengan kapasitas 
fiskal yang tinggi; 
c. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal antara 0,5 sampai dengan 1 (0,5 < 
IKF < 1) merupakan daerah dengan kapasitas fiskal kategori sedang; dan 
d. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal kurang dari 0,5 (IKF ≤ 0,5) 
merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah. 
2.4. Fenomena Flypaper effect dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Flypaper effect pertama kali dikenalkan oleh Courant, Gramlich, and 
Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang 
menyatakan bahwa “money sticks where it hits”. Flypaper effect merupakan suatu 
kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh 
adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grants) dari pemerintah 
pusat yang terdiri dari DAU dan DBH lebih besar daripada pendapatan daerah 
(PAD) (Maimunah, 2006). Pendapat lain disampaikan oleh Dollery and 
Worthington dalam Iskandar (2012) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah 
menggunakan pendapatan transfer (grants) untuk memperluas belanja publik 
daripada dari pendapatan daerah (lokal). Serta menurut Gorodnichenko (2001) 
dalam Kuncoro (2004) menyatakan fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam 
dua versi, pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan pengeluaran 
pemerintah yang berlebihan, dan kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran 
terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap 





Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan 
dari teori perilaku konsumen. Hal ini dijelaskan oleh Wilde dalam Kuncoro (2004) 
yang berhasil melopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran (budget 
constrait) dan kurva indifferen (indifferen curve). Analisis Wilde dapat diringkas ke 
dalam sebuah kurva yang menghubungkan pengeluaran konsumsi barang privat 
dan barang publik. Transfer dalam hal ini menjadi instrumen dalam mewujudkan 
terjadinya peningkatan pembangunan daerah yang tercermin dari meningkatnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya. Layaknya 
seorang individu, masyarakat memiliki preferensi (U0, U1, U2) dengan kendala 
anggaran (Garis Y dan Y+G (grants)). Asumsi yang berlaku yaitu masyarakat 
dianggap berperilaku rasional yang memaksimumkan utilitas dengan kendala 
pendapatannya. 
Transfer bersyarat (conditional grants) berpengaruh pada konsumsi barang 
privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak 
terbatas (open-ended matching grants), akan menurunkan harga barang publik. 
Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. 
Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1, bantuan bersyarat berasosiasi dengan 
pergeseran garis anggaran berputar ke kanan sehingga garis anggaran yang baru 
lebih datar. Konsekuensinya, konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari 
yang semula Z0 menjadi sebesar Z1.  
Pengaruh tranfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada 
sensitivitas silangnya (elastisitas). Jika harga barang publik yang lebih rendah, 
maka akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah 
menurunkan tarif pajak. Sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi barang 
privat adalah sebesar X1, sedangkan setelah penurunan tarif pajak, konsumsi 
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sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada 
konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak. 











Sumber: Kuncoro, 2004 
















Pada kasus bantuan tak bersyarat (unconditional grants), alokasi transfer 
memberikan kenaikan garis anggaran dari Y ke Y+G (Gambar 2.2). Mengikuti 
Bradford dan Oates (1971a, 1971b), Borcherding dan Deacon (1972), dan 
Bergstrom dan Goodman (1973) dalam Kuncoro (2004), barang publik 
diasumsikan sebagai barang normal. Menggunakan asumsi tersebut, transfer 
yang bersifat umum (lump-sum) akan menggeser keseimbangan konsumen dari 
titik E0 ke EM. Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang 
publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar Z1 dan X1. 
Sifat unconditional grants yang tidak bersyarat menyebabkan tekanan 
fiskal pada basis pajak lokal akan menurun, yang kemudian menyebabkan 
penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar -∆TR, sementara 
pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan 
mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak perlu 
menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Oleh karena itu, 
analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam 
penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak 
daerah atau kenaikan transfer. 
Pada hal bantuan tak bersyarat ini, banyak ekonom Gramlich (1977), 
Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) dalam Kuncoro (2004) yang mengamati 
pemunculan anomali. Para peneliti menemukan keseimbangan masyarakat 
setelah menerima transfer berada pada titik EFP (bukannya pada EM) yang 
menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah (+∆TR) dan juga kenaikan 
konsumsi barang publik (dari Z1 menjadi Z2). Ini berarti transfer meningkatkan 
pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitut bagi pajak 






Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer 
akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan 
transfer itu sendiri. Anomali yang timbul tersebut menghasilkan dua aliran 
pemikiran dari para pengamat ekonomi mengenai telaah flypaper effect (Pramuka, 
2010), yakni model birokratik (bureaucratic model) dan model ilusi fiskal (fiscal 
illusion model).  Pemikiran birokratik berpandangan posisi birokrat lebih kuat dalam 
pengambilan keputusan publik dimana berusaha untuk memaksimalkan anggaran 
sebagai proksi kekuasaannya. Menurut Shinta (2009) dalam Pramuka (2010), 
implikasi yang penting dari model ini bahwa desentralisasi fiskal memacu 
pertumbuhan sektor publik. Pada sistem yang terdesentralisasi, pemerintah 
daerah memiliki lebih banyak informasi untuk membedakan kepentingan 
penduduknya sehingga mampu memperoleh lebih banyak sumber daya dari 
perekonomian dan efisiensi ekonomi penyediaan barang publik akan tercapai 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Serta menurut Niskanen (1968) dalam 
Kang dan Setyawan (2012), birokrat memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan 
keputusan publik. Pada posisi ini Niskanen menduga bahwa birokrat akan 
berperilaku untuk memaksimalkan anggaran sebagai bentuk dari kekuasaan 
mereka. 
Model Ilusi Fiskal (fiscal illusion model) pertama kali dikemukakan oleh 
ekonom Italia bernama Amilcare Puviani.  Model ini digambarkan saat pembuat 
keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi menciptakan ilusi 
dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak 
lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Maksud dari penjelasan di atas 
dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah daerah melakukan rekayasa 
terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan 





mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana dalam jumlah yang 
lebih besar. Menurut Shinta (2009) dalam Pramuka (2010), apabila terdapat 
respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka 
dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal. 
Selain itu, Schwallie (1986) dalam Sagbas dan Saruc (2007) menyatakan 
bahwa teori Fiscal Illusion sebagai sumber flypaper Effect yang disebabkan karena 
ketidaktahuan atau ketidakpedulian voters atau penduduk daerah mengenai 
pembiayaan, dan pembelanjaan, serta keputusan yang diambil akibat dari 
kesalahan persepsi tersebut. Inti model efek fiscal illusion pada transfer ini adalah 
pemerintah menghasilkan output yang diminta oleh (voters) pemilih, tetapi 
permintaan pemilih untuk barang publik didasarkan pada kesalahan persepsi 
tentang bagaimana pembiayaan barang publik dan pembagian biaya yang 
ditanggung pemilih. Pemilih memang melihat hasil output yang sebenarnya dari 
belanja pemerintah terhadap barang publik dan manfaat yang diperoleh, namun 
persepsi yang salah mengenai sumber dari pembiayaan belanja tersebut yang 
berasal dari transfer pemerintah pusat, yang seharusnya biaya tersebut juga 
ditanggung oleh mereka, seperti melalui pajak daerah hingga menaikkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penjelasan mengenai model illusi fiskal 
ini memiliki kekuatan yang lemah menurut Oates (1971) dalam Sagbas dan Saruc 
(2007), karena belum ada bukti nyata atau dukungan empiris untuk mendukung 
pernyataan tersebut. 
Gramlich (1977) dalam Kuncoro (2007) menyatakan bahwa dalam kasus 
keuangan daerah ada respon yang tidak simetri terhadap perubahan besaran 
transfer. Ia menjelaskan bahwa transfer diberikan untuk jangka waktu tertentu. 
Selama periode tersebut, pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari 





melakukan lobi untuk mempertahankan keuntungannya melalui kenaikan pajak. 
Oates (1994) dalam Kuncoro (2007) juga mengemukakan karena alasan politis, 
belanja pemerintah daerah dapat tidak sensitif terhadap penurunan transfer yang 
menunjukkan flypaper effect terjadi dalam satu arah.  
Begitu juga dengan Thaler (1990) dan Kahneman et al (1991) dalam 
Kuncoro (2007) menjelaskan bahwa fenomena flypaper effect yang terjadi secara 
tidak simetri disebabkan oleh perilaku birokrat pemerintah daerah dan konsumen 
yang cenderung menghindari kerugian (loss aversion) dan kelangkaan 
kemudahan (lack of fungibility) atas penggunaan transfer. Pemerintah daerah dan 
masyarakat cenderung lebih sensitif terhadap penurunan kesejahteraan daripada 
sebaliknya. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah  
menurut Levaggi (1991) dalam Kuncoro (2007) digambarkan sebagaimana 
layaknya prinsipal dengan agen. Pemerintah pusat (prinsipal) akan memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah (agen) untuk menyelenggarakan 
penyediaan barang dan jasa publik di daerahnya. Permasalahan mulai timbul saat 
ada asimetri informasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan 
berakibat pemerintah pusat tidak memiliki kontrol terhadap penggunaan transfer. 
Namun hal inilah yang justru menjadi tujuan dari bantuan tak bersyarat, yaitu 
pemerintah daerah mampu menentukan sendiri penggunaan transfer yang paling 
efisien sesuai dengan kebutuhan daerahnya.  
2.5. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Tak 
Bersyarat (Unconditional Grant) terhadap Belanja Daerah 
Pada subbab ini akan dijelaskan hubungan setiap variabel dalam penelitian 







2.5.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penggunaannya difungsikan untuk 
membiayai belanja daerah serta pembiayaan lain-lain. Ashworth et al. (2005) 
menyatakan bahwa tingkat pendapatan salah satunya pajak akan memiliki 
pengaruh positif pada pengeluaran publik. Pernyataan ini didukung dari hasil 
penelitian Sumarmi (2010) yang menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu 
sumber pembelanjaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga 
merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD 
meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih dan tingkat 
kemandirian daerah akan meningkat pula.  
Selanjutnya, Takero (1998) dalam Abdullah dan Halim (2003) menyebut 
bahwa taxspend hypothesis dijelaskan bahwa pendapatan daerah (terutama 
pajak) akan memengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Pada situasi ini, 
pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam 
penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum 
perubahan pengeluaran. Kontribusi PAD terhadap pengeluaran pemerintah 
dijelaskan oleh Kuncoro (2004) hanya berkisar 20%, lalu Setiyono (2011) 
mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah provinsi hanya dapat membiayai 
kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang 
sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis, serta kemampuan 
masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyedia pelayanan kepada 
masyarakat juga sangat bervariasi. 
2.5.2. Hubungan Dana Trasnfet Tak Bersayarat (Unconditional Grant) 
terhadap Belanja Daerah  
Transfer tak bersyarat (Unconditional grants) merupakan dana yang 





cuma-cuma (tanpa syarat). Pengalokasian dana ini betujuan untuk mewujudkan 
horizontal fiscal imbalance, yaitu mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. 
Pada bagian ini berarti pemerintah daerah memiliki diskresi penuh dalam 
penggunaan dan pemanfaatan dana transfer tersebut sesuai dengan kepentingan 
dan keperluan dari daerah itu sendiri atau sesuai dengan aturan yang menjadi 
prioritas daerahnya tanpa ada batasan tertentu yang diatur oleh pemerintah pusat. 
Unconditional grant dalam proses distribusinya ditentukan melalui equalization 
formula (formula pemerataan) yang mengukur kapasitas fiskal dan kebutuhan 
fiskal. Adanya transfer dana ini menjadi sebuah insentif pemerintah daerah untuk 
membiayai belanja daerah. 
Darwanto dan Yulia (2007) dalam Mayasari, dkk (2014) menyatakan 
terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan 
belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel 
pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer 
yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan 
asymmetric. Gamkar dan Oates (1996) dalam Prakosa (2004) juga menyatakan 
bahwa pengurangan jumlah transfer (cuts in federal grants) menyebabkan 
penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal senada juga dijelaskan oleh Ndadari 
dan Adi (2008) bahwa ketika transfer dari pemerintah pusat menurun, maka juga 
akan menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah (perilaku asimetri). 
Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada 
pemerintah pusat masih tinggi.   
2.6. Penelitian Terdahulu 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 
perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun 





melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 
dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa 
penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian 
penulis. Berikut merupakan tabel perbedaan mengenai tinjauan penelitian 








Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu 
No Judul Akar Permasalahan Tujuan Metode Hasil 
1. Does Intergovernmental 
Transfers cause 
flypaper effect on local 
spending? 




11, No. 2, Agustus 2006 
(Hal 115-123) 
 
 Transfer cenderung 




 Adanya indikasi bahwa 
flypaper effect menyebabkan 
pemerintah  





effect di tingkat provinsi 
 Metode yang digunakan 
adalah regresi data panel; 
 Variabel : 
Y : total pengeluaran 
pemerintah daerah 
X1 : pendapatan daerah 
X2 : transfer antar 
pemerintah 
X3 : populasi 
 Flypaper effect terjadi pada 
tingkat provinsi di 
Indonesia, dan model 
birokrasi dapat 
menjelaskan hal tersebut 
 
2. Flypaper effect Dana 
Alokasi Umum (DAU) 
dan Pendapatan Asli 
Daerah terhadap 
Belanja Daerah Provinsi 
Indonesia  
(Henni Indriyani, Citra 
I., dan Tiara J, 2016) 
 Masih terdapat perbedaan 
antara kabupaten/kota dan 
provinsi dalam merespon 
dana transfer dari pemerintah 
pusat 
 Menganalisis pengaruh 
DAU dan PAD terhadap 
belanjda daerah 
provinsi di Indonesia; 
dan 
 Mengetahui adanya 
fenomena flypaper 
effect pada tingkat 
provinsi di Indonesia 
 Metode yang digunakan 
adalah regresi linier 
berganda; 
 Variabel : 
Y : Belanja Daerah 
X1 : DAU 
X2 : PAD 
 Variabel DAU dan PAD 
berpengaruh signifikan 
terhadap belanja daerah; 
dan 
 Tidak adanya fenomena 
flypaper effect dalam 
kinerja anggaran 
pemerintah daerah tingkat 












No Judul Akar Permasalahan Tujuan Metode Hasil 
 Jurnal Ilmiah MBiA, 
Volume 15, No. 1, April 
2016 (Hal 59-70) 
    
3. Flypaper Effect: An 
Empirical Study of 
Indonesia Case (2004-
2010) 
(Lili Mutiary, 2017) 
 
Journal of info Artha, 
Volume 1, No. 1 2017, 
Hal 47-59 
 Dana transfer dari pemerintah 
pusat untuk pemerintah 
daerah sangat menstimulasi 
belanja daerah daripada 
kenaikan pendapatan daerah. 
Hal ini bertentangan dengan 
teori hibah yang dinyatakan 
oleh Fisher (2007) bahwa 
pendapatan pribadi dan hibah 
sekaligus harus memiliki efek 
yang sama terhadap ukuran 
pengeluaran pemerintah. 
 
 Mengetahui apakah 
variabel independen 
(pendapatan per kapita, 




 Mengetahui apakah 
terjadi flypaper effect di 
seluruh provinsi 
Indonesia 
 Metode yang digunakan 
adalah regresi data panel; 
 Variabel : 
Y : Pengeluaran pemerintah 
daerah 
X1 : pendapatan per kapita 
X2 : Block grants per kapita 
  Seluruh variabel 
independen memengaruhi 
pengeluaran pemerintah 
secara signifikan dan 
positif; 
 Terjadi Flypaper effect di 











No Judul Akar Permasalahan Tujuan Metode Hasil 
4. Flypaper Effect pada 
Unconditional Grant 




13, No. 1, Juni 2012 
(Hal 113-131) 
Dominannya peran transfer 
dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah, sehingga 
memberikan panduan yang 
tidak baik bagi pemerintah 
daerah 
 Mengetahui pengaruh 
unconditional grants, 





flypaper effect pada 
belanja daerah di 
Provinsi Jawa Barat 
 Metode yang digunakan 
adalah analisis deskriptif, 
dan regresi data panel; 
 Variabel : 
Y : belanja daerah 
X1 : PAD 
X2 : Unconditional grant 
X3 : PDRB 
 PAD dan unconditional 
grant berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
belanja daerah; 
 PDRB berpengaruh 
signifikan negatif terhadap 
belanja daerah; 
Terjadi flypaper effect di 
Jawa Barat 
5. Flypaper Effect pada 
Dana Alokasi Umum, 
Dana Bagi Hasil, dan 
Pendapatan Asli 
Daerah terhadap 
Belanja Daerah pada 
Provinsi di Indonesia 
(Hadi Sasana, 2010) 
 
Masih terdapat perbedaan 
antara kabupaten/kota dan 
provinsi dalam merespon dana 
transfer dari pemerintah pusat 
 Membuktikan adanya 
pengaruh DAU, DBH, 
dan PAD terhadap 
belanja daerah; dan 
 Membuktikan terjadinya 
flypaper effect pada 
belanja daerah provinsi 
di Indonesia 
  
 Metode yang digunakan 
adalah metode data panel; 
 Variabel : 
Y : belanja daerah 
X1 : DAU 
X2 : DBH 
X3 : PAD 
 Semua variabel bebas 
penelitian berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
belanja daerah; dan 
 Terdapat fenomena 
flypaper effect dalam 
kinerja anggaran 
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Dana transfer pemerintah 
pusat di mexico memiliki 
pengaruh yang sangat besar 
terhadap pengeluaran 
pemerintah daerah; 
Mencari bukti empiris 
mengenai flypaper 
effect di Mexico; 
 Metode yang digunakan 
adalah metode data panel 
(fixed effect) dan metode 
panel dinamis GMM; 
 Variabel : 
Y : pengeluaran  
X1 : Transfer pemerintah  
X2 : Pendapatan asli 
daerah  
X3 : Hutang  
X4 : Lag belanja 
X5 : dummy transfer yang 
berkurang dari tahun 
sebelumnya 
 
 Flypaper effect terjadi pada 
pemerintah daerah di 
Mexico; 
 Efek transfer tidak simetris, 














Sumber: Berbagai Sumber, 2018
No Judul Akar Permasalahan Tujuan Metode Hasil 
    Z : karakteristik dari setiap 
daerah   
 
7.  The Flypaper Effect 
under Different 
Institutional Contexts: 
The Colombian Case 
(Ligia Melo, 2002) 
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Perbedaan kelembagaan yang 
telah terjadi selama proses 
desentralisasi di Colombia 
menimbulkan pertanyaan 
apakah ada perbedaan dalam 
pemanfaatan dana transfer   
Menganalisis adanya 
fenomena flypaper 
effect pada dua 
kelembagaan yang 
berbeda di Colombia 
 Metode yang digunakan 
adalah model data panel; 
 Variabel : 
Y : Pengeluaran  
X1 : Pendapatan regional 
X2 : transfer antar 
pemerintah 
Flypaper effect terjadi 
pada dua kelembagaan 
yang berbeda di 
Colombia selama 





Berdasarkan tabel di atas, penelitian yang dilakukan untuk membuktikan 
terjadinya flypaper effect di Indonesia Widarjono (2006) pada tingkat provinsi di 
Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu pengeluaran 
pemerintah daerah dengan menggunakan variabel independen yang terdiri dari 
pendapatan daerah, transfer antarpemerintah serta variabel populasi. Penelitian 
ini berhasil membuktikan bahwa telah terjadi fenomena flypaper effect pada 
pemerintahan provinsi di Indonesia, dan Widarjono menambahkan bahwa model 
birokrasi dapat menjelaskan fenomena tersebut. Kemudian, penelitian untuk 
menganalisis adanya indikasi terjadinya flypaper effect pada belanja daerah juga 
dilakukan Indriyani dkk (2016), dengan menggunakan variabel bebas yang terdiri 
dari PAD, dan DAU. Penelitian mereka menghasilkan kesimpulan bahwa dalam 
pelaksanaan desentralisasi di kabupaten/kota di Indonesia telah menunjukkan 
ketiadaan akan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, 
atau dengan kata lain tidak terjadi fenomena flypaper effect dalam 
penyelenggaraan pemerintahan provinsi di Indonesia. 
Lalu, penelitian serupa mengenai indikasi adanya fenomena flypaper effect 
juga dikembangkan oleh Mutiary (2017) pada tingkat provinsi. Penelitian tersebut 
menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan per kapita (PAD) dan Block 
grants (DAU) dalam memengaruhi variabel dependen yaitu pengeluaran 
pemerintah daerah. Penelitian Mutiary berhasil membuktikan bahwa telah terjadi 
fenomena flypaper effect pada pemerintahan provinsi di Indonesia. Sedangkan 
analisis mengenai flypaper effect juga dilakukan pada tingkat provinsi oleh 
Iskandar (2012) di Jawa Barat. Variabel yang dimasukkan dalam Penelitian terdiri 
dari belanja daerah sebagai dependent variable serta unconditional grants dan 
PDRB sebagai independent variable. Hasil regresi yang dilakukan menghasilkan 





effect dengan rincian PAD dan Unconditional grant berpengaruh signifikan positif 
terhadap belanja daerah sedangkan PDRB memperlihatkan signifikansi yang 
bersifat negatif terhadap belanja daerah. 
Penelitian yang sama untuk membuktikan adanya fenomena flypaper effect 
pada pemerintaha tingkat provinsi dilakukan oleh Sasana (2010). Lingkup 
penelitian dalam penelitian ini adalah pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia, 
yaitu 33 provinsi pada tahun 2005-2008. Dari penelitian yang terdiri dari variabel 
bebas (belanja daerah) dan variabel independen (DAU, DBH, serta PAD), Sasana 
membuktikan bahwa fenomena flypaper effect telah terjadi pada kinerja 
pemerintahan di Indonesia pada lingkup tahun yang diteliti. 
Penelitian yang serupa juga dilakukan pada lintas negara, seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Cardenas dan Sharman (2011). Penelitian ini menggunakan 
metode GMM dengan variabel dependen yaitu pengeluaran per kapita, sedangkan 
variabel independennya terdiri dari lag pengeluaran per kapita; transfer pemerintah 
per kapita; pendapatan lokal per kapita; hutang per kapita; karakteristik sosial; dan 
variabel dummy (symmetry). Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah 
kota di Mexico mengalami fenomena Flypaper effect dan efek transfer dijelaskan 
tidak simetris karena efek tersebut justru menyebabkan kesejahteraan ekonomi 
menurun. 
Terakhir, penelitian oleh Melo (2002) berusaha menganalisis adanya 
fenomena flypaper effect pada dua kelembagaan yang berbeda di Colombia 
selama proses desentralisasi. Variabel yang digunakan pada penelitiannya adalah 
pengeluaran sebagai dependent variable, sedangkan independent variabel terdiri 
dari pendapatan regional dan transfer antarpemerintah. Hasil penelitiannya 
membuktikan bahwa flypaper effect terjadi pada dua kelembagaan yang berbeda 





2.7. Kerangka Pemikiran 
 


























Sumber: Penulis, 2018 
Kerangka pemikiran di atas memberikan penjelasan singkat mengenai 
kerangka pikir yang dibuat serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
Berawal dari penyelenggaraan desentralisasi fiskal disertai otonomi daerah yang 
menciptakan prinsip money follows function dengan membagi penyelenggaraan 
fungsi pemerintahan antara pusat yang didanai dengan APBN dan daerah yang 





MONEY FOLLOWS FUNCTION 
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Adanya Kewenangan  















didanai dengan APBD. Prinsip ini juga menegaskan bahwa penyerahan atau 
pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dalam hal ini alokasi dana 
perimbangan untuk pemerintah daerah.  
Pengelolaan keuangan daerah melalui APBD dicerminkan dengan adanya 
pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Pendapatan 
daerah merupakan komponen yang sebagian besar diperoleh dari penggalian 
potensi daerah, sementara itu pemerintah daerah juga mendapatkan porsi DAU 
serta DBH dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar 
daerah. Tujuan dari diskresi adalah agar terwujudnya kemandirian fiskal yang 
dapat dicerminkan dari kapasitas fiskal suatu daerah. Namun, dalam pelaksanaan 
keuangan daerah ini diduga terdapat asymmetry information dan faktor lainnya  
dalam pengelolaan dana transfer tidak bersyarat (unconditional grant) terhadap 
belanja daerah.  
Informasi yang tidak simetris ini menimbulkan perilaku asimetris pemerintah 
daerah yang berusaha memaksimalkan belanja daerah dari adanya dana transfer 
tidak bersyarat (unconditional grant) daripada peningkatan PAD. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah belum tercapai secara 
keseluruhan. Berdasarakan paparan di atas, dengan demikian dilakukan analisis 
hubungan antara belanja PAD, dana transfer tidak bersyarat (unconditional grant) 
belanja tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Serta dilakukan penelitian 
hubungan antara dana transfer tidak bersyarat (unconditional grant) dan PAD 
untuk menyimpulkan adanya fenomena flypaper effect, yang diidentifikasi dengan 
lebih besarnya (koefisien) pengaruh unconditional grant daripada pengaruh PAD 






2.8. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah yang telah 
dikemukakan pada Bab I. Hipotesis ini masih perlu diuji dan dibuktikan secara 
empiris tingkat kebenarannya. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian-
penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas, maka perlu dibuat hipotesis 
yaitu sebagai berikut: 
1. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer tak bersyarat 
(unconditional grant), dan belanja daerah tahun sebelumnya lag belanja (t-
1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah; 
2. Diduga terdapat indikasi terjadinya fenomena flypaper effect pada 









Metode penelitian merupakan sebuah asas, peraturan dan teknik tertentu 
yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan 
analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan (Unaradjan, 
2000). Sedangkan menurut Kerlinger dan Less (1986) dalam Zulganef (2013), 
metode penelitian dapat diartikan sebagai investigasi fenomena alamiah secara 
sistematik, terkontrol, empirik, amoral, publik, dan kritis yang diarahkan oleh teori 
dan hipotesis-hipotesis diantara fenomena yang ditelaah. Metode penelitian 
digunakan untuk memahami objek yang menjadi tujuan penelitian, oleh karena itu 
metode harus sesuai dengan dengan tujuan penelitian sehingga tujuan penelitian 
dapat tercapai. 
3.1. Jenis Penelitian 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2001) merupakan penelitian 
yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk 
menganalisis fenomena flypaper effect serta melihat bagaimana pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan unconditional grant terhadap belanja daerah 
tingkat provinsi di Indonesia, dengan kurun waktu 6 tahun (2011-2016).  
Model yang digunakan berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh 
Cardenas dan Sharman (2011) dengan variabel yang terdiri dari variabel 
dependen yaitu belanja daerah per kapita, sedangkan variabel independen yaitu 




dan lag belanja daerah tahun  sebelumnya (t-1). Pengolahan data dalam penelitian 
ini menggunakan alat bantu Eviews 9.
3.2. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 
Sugiyono (2005), data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan 
data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari 
melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang 
dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang 
berhubungan dengan penelitian. 
Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti berupa jumlah belanja daerah, 
PAD, dan dana transfer tak bersyarat (unconditional grants) yang diperoleh dari 
data keuangan daerah dalam website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (DJPK) Republik Indonesia. Di samping itu, data yang digunakan 
adalah data panel, di mana merupakan gabungan dari data cross-section dan time 
series. Data cross-section meliputi jumlah provinsi yang ada di Indonesia, 
sedangkan data time series mengacu pada rentang waktu data yang diteliti, yaitu 
2011-2016. 
3.3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat 
provinsi di Indonesia, yang berjumlah 34 Provinsi. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan purposive sampling. Metode purposive sampling 
merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 
2001). Sedangkan menurut Margono (2004), purposive sampling didasarkan atas 
ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri- 
ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, atau unit sempel yang dihubungi 





penelitian.  Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia yang mempublikasikan 
laporan realisasi APBD tahunan (annual) di situs Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan tahun 2011 hingga 2016; 
2. Pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia yang melaporkan realisasi 
anggaran komponen PAD, DAU, DBH, dan belanja daerah yang digunakan 
dalam penelitian ini; dan 
3. Jumlah PAD, DAU, DBH, dan belanja daerah tidak bernilai nol (0) atau minus 
(-). 
Berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan di atas, pemerintah daerah 
tingkat provinsi yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel terdiri dari 31 
provinsi. Provinsi yang tidak masuk dalam kriteria dan dikeluarkan dari sampel 
terdiri dari DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Terdapat 
beberapa alasan tiga provinsi dikeluarkan dalam sampel, yaitu : 
1. Pada tahun 2010, DKI Jakarta dirasa sudah mampu membiayai belanjanya 
sendiri, sehingga tidak menerima alokasi DAU dari pemerintah pusat. Lalu, 
pada tahun 2015 DKI Jakarta masih dianggap mampu membiayai belanjanya 
sendiri, karena PAD yang tinggi yang berasal dari DBH, terutama pajak. 
Selanjutnya, pada tahun 2016 DKI Jakarta mengalami tunda bayar DAU 
paling besar sekitar Rp 10 triliun. Maka dari itu disalurkan pada tahun 2017; 
2. Pada tahun 2015, Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima alokasi DAU dari 
pemerintah pusat karena penerimaan DAU dikonversi ke dalam SBN (Surat 
Berharga Negara). Hal ini diputuskan pemerintah karena Provinsi Kalimantan 





(Pemerintah Provinsi) di bank yang tidak wajar. Maka dari itu, pengkonversian 
tersebut merupakan bentuk sanksi bagi Provinsi Kalimantan Timur; 
3. Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012, oleh karena itu 
tidak memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
Selain itu, tahun penelitian yang dipilih adalah 2011 hingga 2016, pemilihan 
tahun ini didasarkan data terkini yang tersedia serta sebagai evaluasi 
berlangsungnya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang sudah berjalan 
hampir dua dekade. 
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 
 Pada penelitian kuantitatif diperlukan adanya uraian mengenai definisi atau 
definisi operasional dan pengukuran atas semua variabel penelitian. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari ketidakjelasan makna variabel yang digunakan 
serta memberikan batasan yang tegas pada variabel. Definisi operasional adalah 
suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti 
serta memberikan suatu informasi yang diperlukan guna mengetahui cara 
mengukur suatu variabel. Berikut merupakan definisi operasional masing-masing 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 
1) Variabel Terikat (Dependent Variable) 
 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah 
menurut UU No. 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah adalah 
kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih, dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari belanja 





 Data belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 2011 
hingga 2016 yang direpresentasikan dalam bentuk nilai per kapita. Data tersebut 
didapat dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).  
2) Variabel Bebas (Independent Variable) 
 Variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari tiga di antaranya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Unconditional grant, lag belanja (belanja tahun 
sebelumnya). Berikut penjelasan masing-masing variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini : 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan 
daerah guna keperluan daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan 
yang ada di daerah. Data PAD yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 
2011 hingga 2016 yang direpresentasikan dalam bentuk nilai per kapita. Data 
tersebut didapat dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
(DJPK) Republik Indonesia; 
b. Dana Transfer Tak Bersayarat (Unconditional Grant) 
 Dana transfer tak bersyarat merupakan dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah serta untuk membiayai kebutuhan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data unconditional grant 
diproksi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Data 
unconditional grant yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 2011 hingga 
2016 yang direpresentasikan dalam bentuk nilai per kapita. Data tersebut didapat 









c. Belanja daerah tahun sebelumnya 
 Belanja daerah tahun sebelumnya merupakan variabel tenggat terikat belanja 
daerah (t-1). Data belanja daerah tahun sebelumnya digunakan untuk 
mengeksploitasi kondisi awal untuk menghasilkan estimasi yang efisien pada 
belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 2011 
hingga 2016 yang direpresentasikan dalam bentuk nilai per kapita. Data ini didapat 
dari perhitungan sebagai berikut : 
 
 
3.5. Penentuan Model  
Metode analisis yang digunakan merupakan model regresi data panel dalam 
rangka memprediksi apakah variabel independen (PAD, unconditional grant, dan 
lag belanja tahun sebelumnya (t-1) yang memengaruhi belanja daerah tingkat 
provinsi di Indonesia. Persamaan regresi yang digunakan merujuk pada penelitian 
Cardenas dan Sharman (2011), adalah sebagai berikut : 
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑋𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽0𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝛽1𝑈𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡……(1) 
Dimana : 
i   = Mewakili sampel  
t   = Mewakili jangka waktu penelitian (2011-2016)  
𝛼0   = Konstanta Regresi 
𝛽0, 𝛽1, 𝛽2   = Koefisien Regresi 
Belanja  = Belanja Daerah  
PAD   = Pendapatan Asli Daerah  
Unconditional Grant = DAU dan DBH 





Belanja𝑡−1   = Belanja Daerah tahun sebelumnya  
𝑢𝑖𝑡   = error terms 
3.6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2013), Data panel adalah 
kombinasi elemen untuk data runtut waktu (time series) dan data cross-section. 
Dalam pengolahan data digunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik 
(statistic software) yang dikenal dengan Eviews 9.  
3.6.1. Pemilihan Model Estimasi 
Pada model regresi data panel terdapat tiga teknik dalam mengestimasi 
model yang dapat digunakan, yaitu : 
1) Common Effect Model (CEM) 
Common Effect Model (CEM) merupakan model sederhana yaitu 
menggabungkan seluruh data time series dengan cross section, selanjutnya 
dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square). 
Model ini menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk 
setiap objek observasi. Model ini merupakan model paling sederhana 
dibandingkan dengan kedua model lainnya, dengan model yang dapat dituliskan 
sebagai berikut : 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ….. + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡……(2) 
2) Fixed Effect Model (FEM) 
Pendekatan FEM memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti 
menghadapi masalah omitted-variables yang mungkin menyebabkan perubahan 
pada intersep time series atau cross section. FEM menambahkan variabel 





Model ini selain dinamakan fixed effect model disebut juga dengan istilah lain 
yakni Least Square Dummy Variable (LSDV). Model data panel ini dapat 
dituliskan sebagai berikut : 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝐶1𝐷1 +…..+ 𝐶𝑛𝐷𝑛 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ….. + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡……(3) 
3) Random Effect Model (REM) 
Pendekatan REM memperbaiki efisiensi proses least square dengan 
memperhitungkan error dari data cross section dan time series. REM adalah 
variabel dari estimasi generalized least square (GLS). Model data ini dapat 
dituliskan sebagai berikut : 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ….. + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 +∈𝑖𝑡 𝜇𝑖𝑡......(4) 
3.6.2. Pemilihan Metode Estimasi 
Penentuan teknik estimasi yang tepat pada data panel dapat dilakukan 
dengan pengujian model sebagai berikut : 
1) Uji Chow 
Chow test adalah pengujian untuk menentukan metode pendekatan dengan 
menggunakan common effect model dan fixed effect model yang paling tepat 
digunakan. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: 
H0 : Common Effect Model 
H1 : Fixed Effect Model 
Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow 
adalah sebagai berikut: 
1. Jika nilai probabilitas chi-quare ≥ 0,05 artinya H0 diterima, maka model 





2. Jika nilai probabilitas chi-square < 0,05 artinya H0 ditolak, maka model 
yang dipilih adalah fixed effect model, dan dilanjutkan dengan Uji Hausman 
untuk memilih apakah menggunakan fixed effect model atau random effect 
model 
Namun, Uji Hausman tidak perlu dilakukan apabila hasil Uji Chow 
menunjukkan bahwa H0 diterima, atau dengan kata lain menyimpulkan bahwa 
model yang paling tepat digunakan dalam persamaan regresi adalah common 
effect model.  
2) Uji Hausman 
Selanjutnya, Uji Hausman merupakan pengujian statistik untuk memilih 
apakah model random effect model atau fixed effect model yang paling tepat 
digunakan, dengan hipotesis sebagai berikut :  
H0 : Random Effect Model 
H1 : Fixed Effect Model 
Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji 
Hausman adalah sebagai berikut: 
1. Jika nilai probabilitas cross-section ≥ 0,05, maka H0 diterima yang artinya 
model yang dipilih adalah random effect model 
2. Jika nilai probabilitas cross-section < 0,05, maka H0 ditolak yang artinya 
model yang dipilih adalah fixed effect model. 
3) Uji Lagrange Multiplier 
Uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk mengetahui apakah random 
effect model lebih baik dari common effect model. Uji Lagrange Multiplier 
merupakan uji lanjutan ketika uji sebelumnya yaitu uji chow dan uji hausman tidak 





Multiplier digunakan untuk mengetahui apakah random effect model lebih baik dari 
common effect model. Uji signifikansi random effect ini dikembangkan oleh 
Breusch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode common 
effect. Dimana ketika p-value pada kolom both dibaris Breusch-Pagan kurang dari 
0,05 maka random effect model diterima, dan common effect model ditolak. 
Namun sebaliknya jika lebih dari 0,05 maka model random effect ditolak, dan 
common effect diterima. 
3.6.3. Analisis Hipotesis 
 Untuk memperoleh model regresi yang terbaik atau Best Linier Unbiased 
Estimator (BLUE), beberapa kriteria haruslah dapat dipenuhi antara lain dengan 
melakukan uji F, uji t, dan uji R2. Penjelasannya sebagai berikut :  
1) Uji F (simultan) 
 Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini 
dilakukan dengan membandingkan besaran nilai probabilitas (F-statistik) dengan 
tingkat signifikansi 5%. Takaran untuk penerimaan atau penolakan dalam uji ini 
ialah sebagai berikut : 
 jika jika probablitias (F-statistik) ≥ 0,05, maka, H0 diterima dan Ha ditolak, 
artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak 
mempengaruhi variabel dependen. 
 jika probablitias (F-statistik) < 0,05, maka  Ha diterima dan H0 ditolak, artinya 
semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 
dependen. 
2) Uji t (parsial) 
 Uji digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel 





bersifat konstan (Ghozali, 2013). Untuk menentukan kriteria penerimaan atau 
penolakan H0, yakni dengan melihat nilai signifikan : 
 Jika P-value < 0,05 maka H0 ditolak atau Ha diterima; 
 Jika P-value > 0,05 maka H0 diterima atau Ha ditolak. 
3) Koefisien Determinansi (R-Squared) 
 Koefisien determinansi (R-squared) menunjukkan seberapa besar persentase 
variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel 
independen. Nilai R-squared terletak antara 0 dan 1. Jika nilainya semakin 
mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel independen. Sebaliknya, 
jika R-Squared bernilai nol maka keragaman variabel dependen tidak dapat 
dijelaskan oleh variabel independennya (Gujarati dan Porter, 2013). 
3.6.4. Uji Asumsi Klasik 
 Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 
menunjukkan hubungan keterkaitan yang signifikan dan representatif. Menurut 
Widarjono (2007), uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan 
pendekatan OLS (Ordinary Least Squared) meliputi uji linieritas, autokorelasi, 
heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan normalitas. Walaupun demikian tidak 
semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier (panel) 
dengan pendekatan OLS. Pada penelitian ini hanya menggunakan uji asumsi 
klasik berupa uji multikolinearitas dan heteroskedatisitas. Hal ini dikarenakan 
dalam regresi data panel hanya kedua uji ini yang diperlukan, oleh karena itu uji 
asumsi lainnya tidak perlu dilakukan. 
 Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier, karena 
sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Begitupun untuk uji normalitas, 
pada dasarnya uji ini tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) 





hanya terjadi pada data time series, pengujian autokorelasi pada data yang tidak 
bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah 
berarti, dan pada model regresi data panel tidak mensyaratkan persamaan yang 
bebas autokorelasi. 
1) Uji Multikolinearitas 
 Pengujian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat antar 
variabel independen di dalam model regresi. Dikarenakan model regresi yang baik 
tidak memiliki korelasi antar variabel independennya. Salah satu cara yang 
digunakan untuk menilai gejala multikolinearitas adalah menggunakan kriteria 
berikut : 
 Jika Corr < 0,8, maka model tidak mengalami gejala multikolinearitas; 
 Jika Corr ≥ 0,8, maka model mengalami gejala multikolinearitas. 
2) Uji Heterokedastisitas 
 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
(Ghozali, 2013). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut 
heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 
bebas dari heterokedastisitas. 
 Salah satu uji statistik yang lazim dipergunakan untuk mendeteksi adanya 
heterokedastisitas pada suatu model adalah uji Glejser (Gujarati dan Porter, 2013). 
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen 
dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Kriteria untuk menentukan gejala 
heteroskedatisitas adalah sebagai berikut : 





 Jika Prob ≥ 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model 
regresi. 
3.6.5. Identifikasi Flypaper Effect 
 Asumsi penentuan terjadinya flypaper effect pada penelitian ini fokus pada 
pengaruh PAD dan unconditonal grant terhadap belanja daerah. Menurut Melo 
(2002), Maimunah (2006), dan Khairani (2008) dalam Iskandar (2012) menyatakan 
bahwa flypaper effect terjadi apabila : 
1. Pengaruh atau nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar 
daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah, dan nilai keduanya sama-
sama signifikan; atau 
2. Pengaruh respon PAD terhadap belanja daerah tidak signifikan, maka dapat 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai lingkup penelitian, hasil pengolahan 
data dan pembahasan dari hasil pengolahan data pada penelitian yang telah 
dilakukan. Pembahasan tersebut meliputi deskripsi variabel pada model penelitian, 
hasil regresi, serta pembahasan dari analisis hasil estimasi pengujian. 
4.1. Gambaran Umum Indonesia 
Gambaran umum yang disampaikan disini adalah gambaran umum yang 
berkaitan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Hal-hal yang berkaitan 
tersebut antara lain adalah kondisi geografis, pemerintahan dan potensi yang 
dimiliki setiap daerah di Indonesia. 
4.1.1. Kondisi Geografis 
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis 
khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra 
Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia sendiri adalah negara kepulauan 
terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan luas sekitar 1.904.569 
km2, dan populasi 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018. Negara Indonesia 
memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dari 
Minanga hingga ke Rote. Namun, di antara ribuan pulau tersebut sedikitnya ada 
beberapa pulau yang membentuk Negara Indonesia, yaitu Pulau Papua, Pulau 
Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa 
Tenggara, dan Kepulauan Maluku. 
Pulau Papua merupakan pulau yang berada paling timur Indonesia dengan 
kekayaan yang sangat melimpah, dari pertambangan emas, batubara hingga 





pulau terbesar nomor satu di Indonesia dengan luas wilayah 786.000 km2, dan 
juga merupakan pulau kedua terbesar di dunia. Namun, dari total luas wilayah 
tersebut tidak seluruhnya masuk ke dalam wilayah negara Indonesia, karena pulau 
ini dibagi dalam dua wilayah yaitu bagian barat adalah bagian wilayah Indonesia, 
sedangkan bagian timur adalah bagian wilayah Papua Nugini. Luas wilayah Pulau 
Papua yang menjadi bagian wilayah NKRI adalah 421.981 km2, dan terbagi 
kedalam dua wilayah administratif provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat. Meskipun memiliki wilayah terluas, penduduk yang mendiami pulau 
ini cenderung sedikit yaitu sekitar 3.593.903 jiwa.  
Kemudian Pulau Kalimantan yang juga disebut Borneo merupakan pulau 
terbesar di Indonesia yang berada di urutan kedua. Keadaan pulau Kalimantan 
sama dengan Pulau Papua yang juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, 
contohnya batubara dan perminyakan yang hingga saat ini masih terus 
dimanfaatkan. Pulau ini dibagi menjadi tiga wilayah, Indonesia (73%), Malaysia 
(26%), dan Brunei (1%). Predikat yang melekat pada pulau ini adalah pulau 
terbesar kedua di Indonesia dan pulau ketiga terbesar di dunia dengan jumlah 
penduduk mencapai 13.787.831 jiwa. Sedangkan Pulau Sumatera merupakan 
pulau ketiga terbesar di Indonesia yang terletak paling barat dengan luas wilayah 
mencapai 443.065 km2 dan jumlah penduduk sebesar 50.630.931 jiwa yang terus 
bertambah hingga saat ini. 
Pulau terbesar keempat di Indonesia adalah Pulau Sulawesi yang memiliki 
luas wilayah mencapai 180.680,7 km2 dengan jumlah penduduk yang masih di 
bawah Pulau Sumatera yaitu sebesar 17.371.782 jiwa. Pulau terbesar terakhir 
adalah Pulau Jawa dengan luas wilayah 126.700 km2. Meskipun hanya menempati 
urutan ke-5, Pulau Jawa dihuni oleh 60% dari total jumlah penduduk Indonesia 





Pulau Jawa menjadi pusat dari pemerintahan Indonesia yang juga sebagai ibukota 
negara Indonesia, selain itu juga menjadi pusat segala hal dari ekonomi, 
perdagangan, bisnis, dan lain-lain. Hal ini yang menyebabkan banyak penduduk 
melakukan mobilisasi untuk berpindah ke Pulau Jawa sehingga pulau ini padat 
akan penduduk.  
Selain itu, terdapat kepulauan Nusa Tenggara yang merupakan gugusan 
pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali di sebelah Barat, hingga 
Pulau Timor di sebelah timur. Populasi penduduk yang tinggal dikepulauan ini 
berjumlah sekitar 13.675.089 jiwa dengan luas kepulauan sekitar 72.876,65 km2 
yang lebih kecil daripada pulau-pulau besar sebelumnya. Sedangkan kepulauan 
Maluku merupakan sekelompok pulau yang berbatasan dengan Pulau Sulawesi di 
sebalah barat, Nugini di timur, Timor Leste di sebelah selatan, dan Palau di timur 
laut. Kepulauan ini lebih besar dari Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas 74.505 
km2 namun dengan populasi penduduk yang lebih sedikit yaitu 1.895.000 jiwa. 
4.1.2. Pemerintahan 
Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan 
masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah bahkan lingkup negara, yang 
memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-
undang di wilayah tertentu. Begitupula Negara Indonesia yang tersusun dari 
banyak kepulauan dengan struktur pemerintahan yang mampu mengatur 
keberagaman dan perbedaan yang ada, yang dikenal dengan pemerintahan 
daerah. Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia tidak singkat, melainkan terdiri 
dari tujuh periode. Pada periode terakhir berlaku Undang-Undang No.32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah 





daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kebupaten dan 
daerah kota, yang diatur dengan undang-undang. Daerah provinsi merupakan 
wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Sedangkan daerah 
kabupaten/kota, merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi 
bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah 
daerah kabupaten/kota. Hal ini menjelaskan bahwa provinsi merupakan tingkat 
pertama dari pembagian wilayah di Indonesia.  
Hingga 2012, Indonesia terdiri 542 daerah otonom, 34 provinsi, 415 
kabupaten dan 93 kota. Setiap pulau besar yang ada di Indonesia dibagi menjadi 
beberapa provinsi. Pulau Papua dibagi ke dalam dua provinsi yaitu Provinsi Papua 
dan Papua Barat. Lalu Pulau Kalimantan terdiri dari lima provinsi, yaitu Kalimantan 
selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan 
Utara. Kemudian di Pulau Sumatera terbagi atas sepuluh provinsi yaitu Sumatera 
Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Aceh, Lampung, 
Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Sedangkan untuk 
Pulau Sulawesi dibagi menjadi enam provinsi yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. 
Pulau yang padat akan penduduk secara administratif dibagi menjadi enam 
provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten serta dua 
wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Tak ketinggalan Kepulauan 
Nusa Tenggara terbagi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara 
Barat (NTB), dan Bali, sedangkan Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Maluku 





Setelah mengalami banyak perubahan khususnya untuk jumlah provinsi, 
saat ini Indonesia telah memiliki 34 provinsi, tercatat terdapat 8 provinsi baru hasil 
pemekaran setelah masuk era reformasi pada tahun 1999. Provinsi-provinsi yang 
dimaksud adalah Maluku Utara, provinsi di Indonesia ke-27 yang dibentuk pada 4 
Oktober 1999; Banten, provinsi di Indonesia ke-28 yang dibentuk pada 17 Oktober 
2000; Bangka Bellitung, provinsi di Indonesia ke-29 yang dibentuk pada 4 
Desember 2000; Gorontalo, provinsi di Indonesia ke-30 yang dibentuk pada 22 
Desember 2000; Papua Barat, provinsi di Indonesia ke-31 yang dibentuk pada 21 
November 2001; Kepulauan Riau, provinsi di Indonesia ke-32 yang dibentuk pada 
25 Oktober 2002; Sulawesi Barat, provinsi di Indonesia ke-33 yang dibentuk pada 
5 Oktober 2004; Kalimantan Utara, provinsi di Indonesia ke-34 yang dibentuk pada 
25 Oktober 2012; 
4.1.3. Potensi Sumber Daya Alam 
Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi 
ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber 
daya alam. Potensi tersebur di antaranya adalah potensi sumber daya alam yang 
dapat diperbaharui maupun yang tak dapat diperbaharui.  Potensi-potensi sumber 
daya alam ini sangat melimpah dan tersebar di setiap pulau-pulau di Indonesia.  
Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang banyak memiliki jenis 
mineral. Sumatera memiliki berbagai bahan tambang, seperti batu bara, emas dan 
timah hitam. Kekayaan alam di setiap provinsi pulau ini juga sangat melimpah. 
Aceh telah menjadi provinsi dalam usaha pertambangan dan daerah operasi 
minyak dan gas (migas). Lalu, Sumatera Utara juga memiliki kekayaan tambang 
yang terdiri dari 27 jenis barang tambang nonlogam (golongan C), 15 jenis barang 
tambang logam dan enam jenis migas dan energi. Riau juga merupakan penghasil 





batubara terbesar, sedangkan Sumatera Selatan memiliki potensi minyak bumi 
terbesar. Kemudian bijih timah merupakan sumberdaya alam yang paling bernilai 
di provinsi Bangka Belitung, sedangkan Lampung terpusat pada galian logam 
emas, mangaan biji besi dan pasir besi.  
Menurut banyak pakar, pulau tersubur di dunia adalah Pulau Jawa. 
Alasannya karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi aktif yang 
sangat tinggi. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa sangat subur 
dengan kandungan nutrisi yang di perlukan oleh tanaman. Oleh karena itu, hasil 
pertanian pangan berupa sayur-sayuran dan buah-buah banyak terdapat di Jawa, 
terutama padi. Sumber daya mineral juga tersebar di Jawa di antaranya minyak 
bumi, gas alam, gamping, dan kaolin. Sumber daya lainnya yang dapat ditemukan 
di Pulau Jawa adalah potensi dari perikanan, perkebunan, serta yang tak kalah 
penting adalah bahan mineral pasir dan batu yang berasal dari endapan erupsi 
gunung api. 
Pulau Kalimantan merupakan salah satu lumbung sumbersaya alam di 
Indonesia yang memiliki beberapa sumberdaya yang dapat dijadikan sebagai 
sumber energi, di antaranya batubara, minyak, gas, dan geothermal. Selain itu, 
potensi perkebunan kelapa sawit dan karet banyak ditemukan di pulau ini dan 
tersebar di setiap provinsi. Sedangkan Pulau Sulawesi merupakan penghasil 
utama dari hutan antara lain kayu dan rotan. Berbeda denan Jawa, Sumatera dan 
Kalimantan, Sulawesi berada di perairan laut dalam. Hal ini menjadi faktor sifat 
keruangan Sulawesi terutama sumber daya alamnya. Sulawesi memiliki daratan 
sempit berbukit-bukit dan 62 persennya ditutupi hutan. Dengan demikian potensi 
sumber daya hutannya masih cukup tinggi. Sedangkan bahan galian yang bernilai 






Kepulauan Nusa Tenggara yang terdiri dari  Pulau Bali dan Nusa Tenggara 
merupakan pulau yang memiliki sumber daya alam yang unik dan pontesial bagi 
pembangunan. Keunikan kondisi alam dan budaya sangat menunjang 
pengembangan industri wisata di Bali. Karena keunikannya, Bali telah menjadi 
kawasan pariwisata kelas satu yang menjadi tujuan utama wisatawan asing, 
karena Kebudayaan Bali merupakan daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. 
Selain itu, Sumber daya bahan galian yang memiliki nilai baik di Bali adalah 
gamping. Sedangkan Nusa Tenggara memiliki potensi sumber daya alam berupa 
pertanian, perkebunan, perikanan, dan bahan galian. 
Daerah timur sangat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti 
Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Papua telah dikenal akan kekayaan alamnya 
sejak dulu, contohnya kekayaan tambang dan emas. Papua terkenal dengan 
produksi emasnya yang terbesar di dunia dan berbagai tambang dan kekayaan 
alam yang begitu berlimpah, sedangkan Kepulauan Maluku dikenal sebagai 
penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Akibat nilainya yang tinggi 
sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditi perdagangan 
yang penting. 
4.2. Deskripsi Variabel 
Analisis deskriptif variabel menurut Sugiyono (2004) merupakan statistik 
yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul. Penyajian ini untuk mengungkapkan 
informasi penting ke dalam bentuk sederhana dan ringkas yang terdapat dalam 
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4.2.1. Deksripsi Belanja Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2016 
Perkembangan belanja daerah untuk tingkat provinsi selalu mengalami 
peningkatan dari tahun 2011 hingga 2016. Kondisi peningkatan ini dapat ditengarai 
karena adanya kebutuhan daerah yang setiap tahunnya meningkat pula, baik dari 
sisi belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Tujuan daripada hal ini 
adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan 
ekonomi sehingga terjadi peningkatan perekonomian secara umum. 
Perkembangan belanja daerah tingkat provinsi di Indonesia dari tahun 2011 
hingga 2016 disampaikan melalui gambar 4.1. yaitu sebagai berikut : 
Gambar 4.1: Total Belanja Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2011 












Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Gambar 4.1 menjelaskan perkembangan belanja daerah pada tahun 2011 
hingga 2016. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa setiap tahunnya total 
belanja daerah di Indonesia memiliki tren meningkat. Hal ini terlihat dari awal tahun 
2011 nilai total belanja berjumlah Rp 84.704.145,00 triliun lalu naik 26 persen 
menjadi Rp 113.704.659,00 triliun pada tahun 2012. Kenaikan belanja terus terjadi 





triliun. Lalu, catatan kenaikan ini juga terjadi pada tahun 2014 dengan persentase 
yang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7 persen menjadi Rp 
137. 469.347,00 triliun. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2015 dengan 
besaran 29 persen, yang merupakan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 
sebelumnya dengan nominal Rp 193.687.324,00 triliun. Kenaikan. Pada tahun 
2016, kenaikan belanja hanya dalam persentase kecil yaitu 6 persen dengan 
nominal yang telah mencapai angka Rp 206.670.790,00 triliun. 
Berikut disajikan data mengenai statistik deskriptif belanja daerah tingkat 
provinsi tahun 2011 hingga 2016: 
Tabel 4.1:  Statistik Deskriptif Belanja Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 
2011 hingga 2016 (dalam Juta Rupiah) 
Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas, standar deviasi belanja daerah pada statistik 
dekriptif di atas memperlihatkan adanya peningkatan. Dengan kata lain, semakin 
besarnya nilai standar deviasi, maka data sampel semakin menyebar (bervariasi) 
dari rata-ratanya. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa selisih antara 
belanja daerah tinggi dan rendah semakin beragam, dapat juga menjelaskan 
bahwa adanya perbedaan setiap daerah pada pengeluaran dalam memenuhi 
kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat diperjelas dengan gambar 4.2. yang 
mendeskripsikan jumlah belanja daerah dari setiap provinsi di Indonesia dari tahun 






2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mean 2732391.77 3667892.22 4145131.34 4434495.05 6247978.19 6666799.68 
Median 1692024.31 2558199.72 2795338.11 3216973.54 4022257.00 4320619.00 
Standart 
Deviasi 
2364687.00 3092430.00 3491006.00 3610096.00 5909351.00 6393129.00 
Maksimum 10296990.79 13761252.66 14402468.09 15336449.44 24417606.00 27621964.00 












































Gambar 4.2: Belanja Daerah Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2011 






































Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Gambar 4.2 di atas menjelaskan bahwa daerah yang memiliki tingkat belanja 
daerah paling tinggi berturut-turut pada tahun 2011 hingga 2016 adalah Provinsi 
Jawa Barat dengan nominal masing-masing sebesar Rp 10.296.991,00 triliun 
tahun 2011, Rp 13.761.253,00 triliun pada tahun 2012, Rp 14.402.468,00 triliun 





triliun pada tahun 2015, dan Rp 27.621.964,00 triliun pada tahun 2016. Dilihat dari 
nominalnya, jumlah belanja daerah yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat selalu 
meningkat setiap tahunnya, dengan lonjakan yang paling tinggi terjadi pada tahun 
2015 dengan peningkatan sebesar 37 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan 
provinsi yang memiliki besaran belanja daerah yang nilainya rendah adalah 
Provinsi Gorontalo pada tahun 2011, 2014, 2015, dan 2016 masing-masing 
sebesar Rp  673.504,00 triliun, Rp 1.091.851,00 triliun, Rp 1.407.931,00 triliun, 
dan Rp 1.595.895,00 triliun. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013, provinsi yang 
memiliki belanja daerah yang rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, dengan 
nominal Rp 868.133,00 triliun dan Rp 1.043.985,00 triliun. 
4.2.2. Deksripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia Tahun 2011-2016 
Secara umum, PAD dalam proses desentralisasi fiskal merupakan sumber 
utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam 
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan 
kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana 
transfer dari pemerintah pusat. selain itu, PAD merupakan representasi dari tingkat 
kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga pemerintah 
daerah memiliki keleluasaan menggali pendanaan dalam mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi perwujudan asas desentralisasi. 
Sebagai gambaran umum, disampaikan beberapa hal sehubungan dengan PAD 
















2011 2012 2013 2014 2015 2016
PAD 51370104.3 58898409.5 68579082.61 83418320.09 88565348.48 91698167.84
Tabel 4.2: Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tingkat 
Provinsi di Indonesia Tahun 2011 Hingga 2016 (dalam Juta 
Rupiah) 
Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas, pada kurun waktu 2011 hingga 2016 standar 
deviasi terus mengalami kenaikan, yang menandakan bahwa selisih antara nilai 
PAD tertinggi dengan nilai PAD terendah semakin beragam. Kondisi yang 
demikian juga menggambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam 
mengelola PAD juga beragam. Untuk memberikan penjelasan detail mengenai 
total PAD pada tingkat provinsi di Indonesia, berikut disajikan data kondisi total 
PAD tahun 2011 hingga 2016. 
Gambar 4.3: Total PAD Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2011 hingga 










Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Gambar 4.3 menjelaskan PAD di Indonesia yang setiap tahunnya 




2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mean 1657100.14 1899948.69 2212228.47 2690913.55 2856946.73 2958005.41 
Median 815244.77 959205.29 1093821.49 1281239.47 1372661.57 1359844.02 
Standart 
Deviasi 
2214905.00 2516235.00 3073101.00 3744550.00 4013955.00 4209605.00 
Maksimum 8898616.68 9982917.41 12360109.87 15038153.31 16032856.41 17042895.11 











































lebih dari 10 persen, hal ini dibuktikan pada tahun 2012 perolehan PAD meningkat 
13 persen menjadi Rp 58.898.410,00 triliun. Tahun 2013 dan 2014 juga mengalami 
peningkatan sebesar 14 persen dan 18 persen dengan nominal berturut-turut Rp 
68.579.083,00 triliun dan Rp 83.418.320,00 triliun. Namun pada tahun 2015 hingga 
2016 hanya mengalami peningkatan di bawah 10 persen yaitu sebesar 6 persen 
menjadi Rp 88.565.349,00 triliun dan pada 2016 3 persen dengan nominal Rp 
91.698.168,00 triliun. 
Gambar 4.4: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Provinsi di 






















Gambar 4.4 menjelaskan bahwa daerah yang memiliki tingkat PAD paling 
tinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Jawa Timur dengan nominal Rp 
8.898.617,00 triliun sedangkan daerah yang memiliki PAD yang rendah adalah 
Provinsi Maluku Utara dengan nominal Rp 84.812,00 triliun. Kemudian pada tahun 
2012 hingga 2016 daerah yang memiliki nilai paling tinggi dalam mengumpulkan 
PAD-nya adalah Provinsi Jawa Barat dengan nominal berturut-turut sebesar Rp 
9.982.917,00 triliun pada tahun 2012, Rp 12.360.110,00 triliun pada tahun 2013, 
Rp 15.038.153,00 triliun pada tahun 2014, Rp 16.032.856,00 triliun pada tahun 
2015, dan Rp 17.042.895,00 triliun pada tahun 2016. Kondisi yang kontradiktif 
terjadi pada daerah yang memiliki besaran PAD yang rendah yaitu Provinsi Maluku 
Utara pada tahun 2012, 2014, dan 2015 dengan nominal berturut-turut yakni Rp 
115.905,00 triliun, Rp 203.059,00 triliun, dan Rp 236.054,00 triliun. Sedangkan 
pada tahun 2013 dan 2016, Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah yang memiliki 
PAD rendah dengna nominal Rp 154.132,00 triliun pada tahun 2013 dan Rp 
277.686,00 triliun. 
4.2.3. Deksripsi Transfer Tak Bersyarat (Unconditional Grant) Provinsi di 
Indonesia Tahun 2011-2016 
Dana transfer tak bersyarat merupakan dana yang diproksi oleh Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi hasil). Dana ini dialokasikan 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota 
tanpa adanya syarat dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan 
antar daerah serta untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan 
daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Secara umum, kondisi 
transfer tak bersyarat (unconditional grant) di Indonesia mengalami peningkatan, 
hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan, kondisi ini dapat diperhatikan pada 













2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unconditonal Grant 37136587.81 43082238.89 49850430.86 51960807.35 47435355 61320483
Gambar 4.5: Total Dana Transfer Tidak Bersayarat (Unconditional Grant) 













Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Gambar 4.5 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2011 hingga 2014 terjadi 
peningkatan pada dana transfer tidak bersyarat. Tahun 2012 hingga 2013 mengalami 
peningkatan yang sama yaitu sekitar 14 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 
sebesar Rp 37.136.588,00 triliun menjadi Rp 43.082.239,00 triliun pada tahun 2012, dan 
pada tahun 2013 meningkatan menjadi Rp 49.850.431,00 triliun. Kemudian terjadi 
peningkatan yang rendah di tahun 2014 yaitu sebesar 4 persen dengan nominal Rp 
51.960.807,00 triliun. Sedangkan pada tahun 2015, mengalami penurunan sebesar 10 
persen menjadi Rp 47.435.355,00 triliun. Terjadinya penurunan ini dikarenakan adanya 
kurang bayar DBH yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada beberapa daerah di 
Indonesia. Namun pada tahun 2016, kembali terjadi kenaikan yang paling signifikan dari 
tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 23 persen dengan jumlah yang menjadi Rp 
61.320.483,00 triliun. 
Sebagai gambaran umum, berikut disajikan data mengenai statistik 
deskriptif dana transfer tidak bersyarat (unconditional grant) tingkat provinsi tahun 






Tabel 4.3: Statistik Deskriptif Dana Transfer Tidak Bersyarat Tingkat 
Provinsi di Indonesia Tahun 2011 Hingga 2016 (dalam juta 
rupiah) 
Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Berdasarkan data yang terdapat pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa 
standar deviasi dana transfer tidak bersyarat secara umum selalu meningkat, hal 
ini mengindikasikan bahwa persebaran data pada setiap sampel sangat beragam. 
Dengan kata lain, nilai dana transfer tidak bersyarat yang didapatkan oleh setiap 
daerah memiliki nilai yang beragam yang dapat dikarenakan adanya perbedaan 
kemampuan keuangan pada setiap daerah.  
Alokasi Unconditional grant sangat beragam setiap daerah provinsi, kondisi 
ini dapat dilihat pada gambar 4.6. Daerah yang memiliki dana yang tinggi adalah 
Provinsi Riau pada tahun 2011 hingga 2014 dengan nilai maksimum berturut-turut 
mencapai Rp 3.170.013,00 triliun, Rp 3.556.351,00 triliun, Rp 3.571.444,00 triliun, 
Rp 4.188.071,00 triliun. Pada tahun 2015 provinsi yang berhasil memiliki nilai 
maksimum adalah Provinsi Jawa Timur dengan nominal Rp 3.049.579,00 triliun, 
sedangkan tahun 2016 adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 
3.522.762,00 triliun. Keadaan kontradiktif terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat 
yang menerima dana terendah pada tahun 2011 sebesar Rp 476.881,00 triliun, 
sedangkan pada tahun 2012 hingga 2016 provinsi yang menerima alokasi dana 
transfer tidak bersyarat adalah Provinsi Gorontalo dengan nilai berturut-turut Rp 
612.999,00 triliun, Rp 681.242,00 triliun, Rp 757.939,00 triliun, Rp 866.162,00 




2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mean 1197954.45 1389749.64 1608078.41 1676155.08 1530172.74 1978080.10 
Median 999490.66 1205920.97 1307870.00 1423634.95 1328145.00 1637730.00 
Standart 
Deviasi 670890.60 718294.40 848959.70 862765.00 592630.60 961230.70 
Maksimum 3170012.98 3556351.36 3571444.00 4188071.12 3049579.00 4843709.00 











































Gambar 4.6: Dana Transfer Tidak Bersyarat (Unconditional Grant) 
Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2011 Hingga 2016 



























Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
 
4.3. Analisis Daerah Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 
Kapasitas fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah. 
Berikut disajikan data rata-rata indeks kapasitas fiskal daerah provinsi di Indonesia 





Tabel 4.4: Rata-Rata Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Indonesia 
Tahun 2011 Hingga 2006 
No PROVINSI Rata-Rata Kategori No PROVINSI Rata-Rata Kategori 
1 Aceh 0.89 Sedang 17 Sulawesi Barat 0.44 Rendah 
2 Sumatera Utara 0.37 Rendah 18 Sulawesi Tengah 0.33 Rendah 
3 Sumatera Barat 0.52 Sedang 19 Sulawesi Selatan 0.37 Rendah 
4 Riau 1.15 Tinggi 20 Sulawesi Tenggara 0.36 Rendah 
5 Jambi 0.77 Sedang 21 Bali 1.52 Tinggi 
6 Sumatera Selatan 0.36 Rendah 22 NTB 0.15 Rendah 
7 Bengkulu 0.34 Rendah 23 NTT 0.13 Rendah 
8 Lampung 0.22 Rendah 24 Maluku 0.29 Rendah 
9 Jawa Barat 0.29 Rendah 25 Papua 0.74 Sedang 
10 Jawa Tengah 0.17 Rendah 26 Maluku Utara 1.02 Tinggi 
11 DIY Yogyakarta 0.31 Rendah 27 Banten 0.66 Sedang 
12 Jawa Timur 0.24 Rendah 28 Bangka Belitung 1.54 Tinggi 
13 Kalimantan Barat 0.57 Sedang 29 Gorontalo 0.35 Rendah 
14 Kalimantan Tengah 1.37 Tinggi 30 Kep. Riau 1.77 Tinggi 
15 Kalimantan Selatan 1.65 Tinggi 31 Papua Barat 1.82 Tinggi 
16 Sulawesi Utara 0.64 Sedang         
Sumber: Data diolah Peraturan Menteri Keuangan, 2018 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka dilakukan pembagian terhadap 
provinsi berdasarkan indeks kapasitas fiskalnya. Indeks kapasitas fiskal 
berdasarkan bab II dalam tinjauan pustaka mengenai kapasitas daerah, 
dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu kapasitas fiskal sangat tinggi 
dengan nilai lebih dari atau sama dengan 2 (indeks>2); kapasitas fiskal tinggi 
dengan nilai lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 (1≤ indeks<2); 
kapasitas fiskal sedang dengan nilai antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 
(0,5<indeks<1); dan kapasitas rendah dengan nilai kurang dari atau sama dengan 
0,5 (indeks<0,5).  
Daerah yang memiliki kapasitas dengan kategori sangat tinggi tidak ada 
(nihil), sedangkan kategori tinggi terdiri dari 8 (delapan) provinsi, yaitu Provinsi 
Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Maluku Utara, Bangka 
Belitung, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.  Lalu daerah dengan kategori sedang 





Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, dan Banten. Terakhir, daerah dengan 
kategori rendah terdiri dari 16 (enam belas) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera 
Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. 
Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Maluku, dan Gorontalo.  
4.4. Pemilihan Model dan Estimasi Model Regresi 
Pada analisis model regresi data panel, terdapat tiga teknik dalam 
mengestimasi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model 
(FEM), dan Random Effect Model (REM). Penentuan model estimasi yang tepat 
tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pengujian model, yaitu Uji Chow (Chow 
Test), Uji Hausman (Hausman Test), dan Uji Lagrange Multiplier (LM Test).  
Penelitian ini menggunakan dua proses estimasi data panel. Berikut merupakan 
hasil dari pengolahan data panel pada pengujian model dengan menggunakan 
software/aplikasi Eviews 9. 
4.4.1. Pengujian Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Berkategori Tinggi 
Pengujian pertama dilakukan guna melihat hasil estimasi pada daerah yang 
masuk pada IKF kategori tinggi, yaitu terdiri dari 8 provinsi. 
Uji Chow (Chow Test) 
Chow Test adalah penguijan untuk menentukan metode pendekatan antara 
CEM dan FEM yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 
Hipotesis dalam uji chow adalah : 
H0 : Model yang digunakan adalah Common Effect Model 
H1 : Model yang digunakan adalah Fixed Effect Model 
Pedoman yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan uji chow adalah 






Nilai Probabilitas Chi-square  ≥ 0,05, artinya H0 diterima 
Nilai Probabilitas Chi-square  < 0,05, artinya H0 ditolak 
Tabel 4.5: Hasil Uji Chow IKF Kategori Tinggi 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.907158 (7,37) 0.5116 
Cross-section Chi-square 7.602777 7 0.0389 
     
     Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai Prob. Chi-square <0,05 
yaitu sebesar 0,0389, sehingga kesimpulannya fixed effect model dipilih. Untuk 
langkah selanjutnya dilakukan Hausman Test untuk mendapatkan kesimpulan 
model terbaik. 
Uji Hausman (Hausman Test) 
Uji Hausman penguijan untuk menentukan metode pendekatan antara 
REM dan FEM yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 
Hipotesis dalam uji hausman adalah : 
H0 : Model yang digunakan adalah Random Effect Model 
H1 : Model yang digunakan adalah Fixed Effect Model 
Pedoman yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan uji hausman 
adalah sebagai berikut : 
Nilai Probabilitas Cross-section random ≥ 0,05, artinya H0 diterima 
Nilai Probabilitas Cross-section random < 0,05, artinya H0 ditolak 
Tabel 4.6: Hasil Uji Hausman IKF Kategori Tinggi 
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 2.593723 3 0.0406 
     
Sumber : Data diolah, 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Prob. Cross-section 





yang dipilih. Dari beberapa pengujian pemilihan model, maka dapat diputuskan 
bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi pada pengujian pertama 
adalah fixed effect model. Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya tidak perlu 
dilakukan Uji LM (Lagrange Multiplier Test).  
4.4.2. Pengujian Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Berkategori Sedang 
Pengujian pertama dilakukan guna melihat hasil estimasi pada daerah yang 
masuk pada IKF kategori sedang, yaitu terdiri dari 7 provinsi. 
Uji Chow (Chow Test) 




Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai Prob. Chi-square <0,05 
yaitu sebesar 0,0000, sehingga kesimpulannya fixed effect model dipilih. Untuk 
langkah selanjutnya dilakukan Hausman Test untuk mendapatkan kesimpulan 
model terbaik. 
Uji Hausman (Hausman Test) 







Sumber : Data diolah, 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Prob. Cross-section 
random < 0,05 yaitu sebesar 0,0540 sehingga kesimpulannya random effect 
model yang dipilih. Dari beberapa pengujian pemilihan model, maka dapat 
diputuskan bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi pada pengujian 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 31.325431 (6,32) 0.0000 
Cross-section Chi-square 80.962397 6 0.0000 
     
     
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 7.643463 3 0.0540 
     





kedua adalah random effect model. Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya 
tidak perlu dilakukan Uji LM (Lagrange Multiplier Test).  
4.4.3. Pengujian Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Berkategori Rendah 
Pengujian pertama dilakukan guna melihat hasil estimasi pada daerah yang 
masuk pada IKF kategori rendah, yaitu terdiri dari 16 provinsi. 
Uji Chow (Chow Test) 
Tabel 4.9: Hasil Uji Chow IKF Kategori Rendah 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 5.262289 (15,77) 0.0000 
Cross-section Chi-square 67.740441 15 0.0000 
     
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai Prob. Chi-square <0,05 
yaitu sebesar 0,0000, sehingga kesimpulannya fixed effect model dipilih. Untuk 
langkah selanjutnya dilakukan Hausman Test untuk mendapatkan kesimpulan 
model terbaik. 
Uji Hausman (Hausman Test) 
Tabel 4.10: Hasil Uji Hausman IKF Kategori Rendah 
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 59.327571 3 0.0000 
     
     Sumber : Data diolah, 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Prob. Cross-section 
random < 0,05 yaitu sebesar 0,0000 sehingga kesimpulannya fixed effect model 
yang dipilih. Dari beberapa pengujian pemilihan model, maka dapat diputuskan 
bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi pada pengujian pertama 
adalah fixed effect model. Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya tidak perlu 






4.5. Hasil Estimasi 
Berdasarkan hasil dari Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier 
dari ketiga pengujian model regresi berdasarkan kategori indeks kapasitas fiskal 
yang telah dilakukan, akhirnya didapatkan hasil bahwa model regresi data panel 
untuk kategori IKF tinggi dan rendah adalah Fixed Effect Model (FEM), sedangkan 
IKF sedang menggunakan model Random Effect Model (REM). 
 Tabel 4.11: Hasil Estimasi Regresi Data Panel secara Keseluruhan 
  *Koefisien signifikansi pada tingkat 5% (persen) 
   Sumber : Data diolah, 2018 
Tabel 4.11 menunjukkan keseluruhan hasil estimasi pada setiap daerah 
yang memiliki IKF berkategori tinggi, sedang, dan rendah. Pada setiap kategori 
IKF menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pertama, pada daerah berkategori IKF 
tinggi dijelaskan bahwa variabel bebas berhasil berpengaruh terhadap variabel 
terikat sebesar R2=0,987360 atau 98,73 persen. Lalu, pada uji f diperoleh hasil 
nilai signifikansi sebesar 0,000000 yang berarti bahwa secara bersama-sama 
Variabel IKF Tinggi IKF Sedang IKF Rendah 
C 45236,92 414693,8 311795,2 
PAD 0,603893 1,356145 -1,085883 
(Signifikansi) (0,0320)* (0,0000)* (0,0000)* 
UG (Uncoditional Grant) 0,037378 1,435908 1,435150 
(Signifikansi) (0,0333)* (0,0077)* (0,0000)* 
Lag_Belanja 0,449532 0,079012 0,059483 
(Signifikansi) (0,0000)* (0,0245)* (0.0019)* 
R-Squared 0,987360 0,631464 0,949628 
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000 0,000000 0,000000 





(simultan) variabel bebas telah berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen yaitu belanja daerah. Sedangkan pada uji t (parsial) menjelaskan bahwa 
terdapat perbedaan hubungan dari ketiga variabel independen. Pada variabel 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer tidak bersyarat (unconditional grant), 
maupun lag belanja daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0320; 0,0000; dan 
0,0000 yang berada di bawah tingkat 𝛼 = 5% (0.05). Dengan demikian, maka 
seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. 
Nilai koefisien pada PAD yaitu sebesar 0,603893 yang berarti bahwa 
apabila variabel independen lainnya bernilai nol (0) dan PAD naik sebesar Rp 
1.000.000,00 maka akan menyebabkan kenaikan belanja daerah sebesar Rp 
603.893,00. Pada variabel unconditional grant signifikan dan positif terhadap 
belanja daerah dengan nilai koefisien 0,037378, yang berarti bahwa apabila 
variabel independen lainnya bernilai nol (0) dan unconditional grant naik sebesar 
Rp 1.000.000,00 maka akan menyebabkan kenaikan terhadap belanja daerah 
sebesar Rp 37.378. Sedangkan variabel lag belanja daerah, koefisien yang 
dihasilkan sebesar 0,449532 yang berarti bahwa apabila variabel independen 
yang lainnya bernilai nol (0), dan terjadi kenaikan sebesar Rp 1.000.000,00 pada 
belanja daerah tahun sebelumnya (t-1) maka belanja daerah tahun ini (t) akan 
mengalami kenaikan sebesar Rp 449..532,00.  
Kedua, pada daerah berkategori IKF sedang dijelaskan bahwa variabel 
bebas berhasil berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar R2=0,631464 atau 
63,14 persen. Lalu, pada uji f diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000000 
yang berarti bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas telah 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah. 
Sedangkan pada uji t (parsial) variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), lag belanja 





dan positif memengaruhi belanja daerah. Nilai probabilitas masing-masing yaitu 
sebesar 0,0000; 0,007; dan 0,0245 yang berada di bawah tingkat 𝛼 = 5% (0.05).  
Nilai koefisien pada PAD yaitu sebesar 1,356145 yang berarti bahwa apabila 
variabel independen lainnya bernilai nol (0) dan PAD naik sebesar Rp 
1.000.000,00 maka akan menyebabkan kenaikan belanja daerah sebesar Rp 
1.356.145,00. Pada variabel unconditional grant daerah, koefisien yang dihasilkan 
sebesar 1,435908 yang berarti bahwa apabila variabel independen yang lainnya 
bernilai nol (0), dan terjadi kenaikan sebesar Rp 1.000.000,00 pada unconditional 
grant maka belanja daerah tahun ini (t) akan mengalami kenaikan sebesar Rp 
1.435.908. Begitupun variabel lag belanja daerah, koefisien yang dihasilkan 
sebesar 0,079012 yang berarti bahwa apabila variabel independen yang lainnya 
bernilai nol (0), dan terjadi kenaikan sebesar Rp 1.000.000,00 pada belanja daerah 
tahun sebelumnya (t-1) maka belanja daerah tahun ini (t) akan mengalami 
kenaikan sebesar Rp 79.012,00.  
Ketiga, pada daerah berkategori IKF rendah dijelaskan bahwa variabel 
bebas berhasil berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar R2=0,949628 atau 
94,96 persen. Lalu, pada uji f diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000000 
yang berarti bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas telah 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah. 
Sedangkan pada uji t (parsial) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan hubungan 
dari ketiga variabel independen. Pada variabel lag belanja dan unconditional grant 
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0019 dan 0,0000 yang berada di bawah 
tingkat 𝛼 = 5% (0.05). Dengan demikian, maka masing-masing variabel lag belanja 
dan  unconditional grant berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja 
daerah. Sedangkan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 





Nilai koefisien pada PAD yaitu sebesar -0,885883 yang berarti bahwa 
apabila variabel independen lainnya bernilai nol (0) dan PAD naik sebesar Rp 
1.000.000,00 maka akan menyebabkan belanja daerah turun sebesar Rp 
885.883,00. Pada variabel independen unconditional grant signifikan terhadap 
belanja daerah dengan nilai koefisien 1,435150, yang berarti bahwa apabila 
variabel independen lainnya bernilai nol (0) dan unconditional grant naik sebesar 
Rp 1.000.000,00 maka akan menyebabkan penurunan terhadap belanja daerah 
sebesar Rp 1.435.150. Sedangkan variabel lag belanja daerah, koefisien yang 
dihasilkan sebesar 0,059483 yang berarti bahwa apabila variabel independen 
yang lainnya bernilai nol (0), dan terjadi kenaikan sebesar Rp 1.000.000,00 pada 
belanja daerah tahun sebelumnya (t-1) maka belanja daerah tahun ini (t) akan 
mengalami kenaikan sebesar Rp 59.483,00. 
4.6. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 
Model regresi yang baik dalam penelitian harus terbebas dari masalah 
asumsi klasik dan merupakan sebagai syarat penelitian yang bersifat Best Linear 
Unbiased Equation (BLUE). Menurut Widarjono (2007) uji asumsi klasik yang 
digunakan dalam model regresi data panel tidak harus digunakan semua. Untuk 
mengetahui apakah model regresi menghasilkan parameter yang bersifat BLUE, 
maka uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini hanya sebatas uji 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 
Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik 
selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Kriteria yang digunakan jika Corr < 0,8, 





mengalami gejala multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas pada 
pengujian pertama: 




PAD 1,000000 -0,261309 0,141520 
UNCONDITIONAL_GRANT -0,261309 1,000000 0,748699 
LAG_BELANJA 0,141520 0,748699 1,000000 
Sumber: Data diolah, 2018  




PAD 1,000000 -0,251705 -0,436025 
UNCONDITIONAL_GRANT -0,251705 1,000000 0,397967 
LAG_BELANJA -0,436025 0,397967 1,000000 
Sumber: Data diolah, 2018 




PAD 1,000000 0,543501 0,020914 
UNCONDITIONAL_GRANT 0,543501 1,000000 -0,185936 
LAG_BELANJA 0,020914 -0,185936 1,000000 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tidak terdapat Corr (nilai korelasi) > 
0,8. Sehingga model regresi pada pengujian IKF tinggi, sedang, dan rendah tidak 
mengalami gejala multikolinearitas. 
Uji Heteroskedastisitas 
Dalam suatu model ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan 
ke pengamatan lain diuji melalui uji heteroskedastisitas. Jika variance dari residual 
suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 
dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam model regresi yang baik 
terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan 
melalui uji glejser dengan kriteria sebagai berikut: Jika Prob < 0,05, maka terjadi 





terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Berikut hasil Uji 
Heteroskedastisitas pada hasil regresi IKF tinggi, sedang, dan rendah: 









Sumber: Data diolah, 2018 









Sumber: Data diolah, 2018 










Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil Uji Glejser diperoleh nilai Probabilitas (Prob) ≥ 0,05, maka 
model regresi pada pengujian IKF tinggi, sedang, dan rendah tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas. 
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian 
Pada pembahasan penelitian akan dijelaskan pembuktian hipotesis 
berdasarkan rumusan masalah penelitian serta analisis hasil regresi dengan 
melihat kondisi faktual lingkup penelitian.  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 649453.0 165410.3 3.926315 0.5333 
PAD -0.707940 0.261245 -2.709868 0.8770 
UNCONDITIONAL_GRANT -0.374896 0.186109 -2.014388 0.6501 
LAG_BELANJA 0.012427 0.026215 0.474041 0.6378 
     
     
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -91804.57 62324.35 -1.473013 0.1490 
PAD 0.127940 0.128022 0.999361 0.3239 
UG 0.747133 0.101913 7.331054 0.6262 
LAG_BELANJA -0.065693 0.015094 -4.352356 0.4226 
     
     
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13715.02 26335.65 0.520778 0.6040 
PAD -0.038001 0.096200 -0.395027 0.6939 
UNCONDITIONAL_GRANT 0.457075 0.167672 2.726003 0.7279 
LAG_BELANJA -0.016435 0.002839 -5.789046 0.5041 
     





4.7.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi 
di Indonesia 
Berdasarakan hasil estimasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 
kapita terhadap belanja daerah per kapita berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal 
(IKF) tinggi, sedang, dan rendah, menunjukkan bahwa variabel PAD per kapita 
berpengaruh terhadap belanja daerah per kapita di tingkat provinsi. Hasil 
penelitian ini mendukung hipotesis yang menganggap bahwa PAD per kapita akan 
berpengaruh dan bernilai positif terhadap belanja daerah per kapita. Hal ini 
dibuktikan dari nilai probabilitas pada masing-masing pengujian yang 
memperlihatkan nilai yang lebih dari nilai probabilitas 𝛼 = 5% (0.05). Hasil yang 
demikian juga mendukung penelitian pada tingkat provinsi dari Widarjono (2006), 
Sasana (2010), Iskandar (2012), Indriyani dkk (2016), Mutiary (2017) yang 
menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja. Namun, pada IKF rendah 
didapatkan bahwa pengaruh PAD per kapita terhadap belanja daerah per kapita 
memiliki hubungan yang negatif. 
Pada daerah IKF tinggi dan sedang memiliki hubungan yang positif terhadap 
belanja daerah, dapat diartikan bahwa PAD sebagai penerimaan mampu 
berkontribusi untuk belanja daerah pada pemerintahan provinsi. Hal ini sejalan 
dengan temuan empiris Maimunah dan Akbar (2008) yang mengemukakan 
mengenai taxspend hypothesis, yaitu pendapatan daerah (terutama pajak) akan 
memengaruhi anggaran belanja pemerintah. Dengan kata lain dapat dijelaskan 
bahwa semakin tinggi nilai PAD maka akan semakin besar pula stimulus untuk 
meningkatkan belanja daerah. Selain itu, Kuncoro (200) dalam Iskandar (2012) 
juga berpendapatan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan belanja daerah 
sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Ini juga disebabkan karena PAD 
adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 



















Pajak 365,117 383,600 526,782 471,772 436,818 338,061 348,863 221,540
Retribusi 2,609 3,452 6,343 12,663 6,267 5,087 1,934 1,537
Hasil Pengelolaan 22,806 33,695 5,136 25,226 21,716 4,141 1,465 15,795
Lain-Lain PAD 80,962 45,304 101,930 47,648 68,961 29,346 30,132 56,694

























Pajak 186,584 241,150 275,332 257,347 291,283 139,195 287,689
Retribusi 1,379 5,606 4,606 21,542 14,092 12,006 2,444
Hasil Pengelolaan 25,904 17,165 8,637 12,170 9,288 9,234 3,394
Lain-Lain PAD 84,775 42,423 53,050 13,801 25,328 59,649 11,945


















daerah yang masuk pada IKF tinggi dan sedang ini dapat juga dijelaskan pada 
gambar di bawah ini, yang menjelaskan bahwa penerimaan PAD per kapita pada 
daerah-daerah ini menunjukkan nilai yang tinggi dengan proporsi penerimaan 
pajak merupakan penunjang PAD per kapita yang tinggi. 
Gambar 4.7: Rata-Rata Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kapita 
Daerah Provinsi Berdasarkan IKF Tinggi di Indonesia Tahun 

















Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Gambar 4.8: Rata-Rata Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kapita 
  Daerah Provinsi Berdasarkan IKF Sedang di Indonesia Tahun  























Dua gambar di atas menggambarkan bahwa penerimaan PAD per kapita 
pada daerah yang masuk IKF tinggi dan sedang sangat tinggi. Keadaan ini sangat 
berbeda pada hasil estimasi yang dilakukan pada daerah berkategori IKF rendah. 
Pada IKF rendah didapatkan hasil bahwa PAD per kapita memiliki pengaruh 
negatif terhadap belanja daerah per kapita. Hal ini menggambarkan bahwa PAD 
per kapita yang tinggi tidak berkontribusi penuh justru menurunkan belanja daerah 
per kapitanya. Adanya hubungan negatif ini menyiratkan bahwa penerimaan PAD 
per kapita selama ini kurang menunjang belanja daerah per kapita, hal ini dapat 
dilihat pada gambar 4.9 yang menjelaskan penerimaan PAD per kapita daerah 
yang masuk dalam IKF rendah.  
PAD per kapita pada daerah IKF rendah memiliki rata-rata PAD per kapita 
yang rendah daripada daerah yang masuk dalam IKF tinggi dan sedang, meskipun 
Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah mampu menghasilkan PAD per kapita yang 
tinggi daripada daerah lainnya. Adanya hubungan negatif ini juga dipengaruhi 
adanya kebijakan kebijakan earmarking yang ditetapkan pemerintah dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Adopsi terhadap kebijakan earmarking mengharuskan 
pemerintah daerah untuk memberikan sebagian besar penerimaannya untuk 
pengeluaran yang sudah ditentukan peruntukkan. Karena kebijakan ini, PAD per 
kapita yang dihasilkan tidak akan dinikmati oleh daerah itu sendiri melainkan harus 
dialokasikan untuk beberapa pengeluaran yang sudah diperuntukkan selain untuk 








Gambar 4.9: Rata-Rata Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kapita Daerah Provinsi Berdasarkan IKF Rendah di  
  Indonesia Tahun 2011 Hingga 2016  
 



















NTB NTT Maluku Gorontalo
Pajak 288,097 260,011 238,149 211,950 261,934 218,391 312,136 265,002 251,260 253,446 245,655 257,649 153,328 87,007 180,008 196,182
Retribusi 3,478 1,868 3,705 1,095 1,415 2,413 10,831 3,242 3,784 3,797 11,193 5,877 5,563 3,965 29,506 11,221
Hasil Pengelolaan 17,888 8,038 7,757 2,551 5,941 8,303 12,090 9,140 8,868 7,815 9,358 9,262 15,428 11,334 13,238 13,333
Lain-Lain PAD 10,519 12,232 73,521 28,637 17,276 33,520 23,856 49,924 37,789 31,834 16,912 32,306 31,337 21,212 15,324 24,821






















Tabel 4.18: Implementasi Konsep Earmarking Tax dalam UU Nomor 28  
  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Jenis Pajak Provinsi 
yang di-earmark 
Jumlah Persentase Penggunaan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 
Minimal 10%, termasuk 
yang dibagihasil kan 
kepada kabupaten/kota) 
Dialokasikan untuk pembangunan 
dan/atau pemeliharaan jalan serta 
peningkatan moda dan sarana 
transportasi umum 
Pajak Rokok Minimal 50% (baik bagian 
provinsi maupun bagian 
kabupaten/kota) 
Untuk mendanai pelayanan kesehatan 
masyarakat dan penegakan hukum 
oleh aparat yang berwenang 
Sumber:Data diolah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
  Daerah, 2018 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian penerimaan pajak 
provinsi dari pajak rokok dan pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan untuk 
pengeluaran yang sudah diperuntukkan sesuai dengan jenis pajaknya. Hal ini 
dapat memberikan persentase jumlah yang besar terhadap pengeluaran yang 
diperuntukkan, sedangkan prioritas yang lain jumlah alokasi anggarannya akan 
mengalami penurunan. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Deeran (1965) 
dalam kajian kelayakan penerapan earmarking tax di Indonesia (2018), bahwa 
kerugian adanya earmarking adalah menyebabkan anggaran tidak fleksibel. 
Anggapan yang sama juga dilontarkan oleh peneliti lain seperti Almaghfi dkk 
(2016) yang menyatakan bahwa adanya earmarking tax rawan terjadi kesalahan 
alokasi dan membuat anggaran tidak fleksibel. Kesalahan alokasi dapat dilihat 
dalam pembiayaan dari hasil earmarking tax pemerintah cenderung 
mengutamakan suatu program dan kurang memperhatikan program yang lain.  
Terlebih lagi kebijakan earmarking tax dapat menyebabkan adanya 
penyelahgunaan atas alokasi tersebut. Kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang 





hasil temuan bahwa pada kasus Provinsi Jawa Timur 2013, anggaran pendidikan 
yang berasal dari pembiayaan earmarking tax sangatlah berlimpah. Sehingga 
pemerintah provinsi kesulitan untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Hal ini 
dikarenakan kebutuhan akan pendidikan sudah mencukupi. Pada kasus ini, 
seharusnya anggaran yang berlimpah tersebut dapat digunakan untuk membantu 
sektor lain. Selain itu dana yang berlimpah tersebut mudah disalahgunakan. Pada 
kasus ini anggaran yang berlimpah tersebut dapat digunakan untuk pembelian 
Surat Utang Negara (SUN). Dengan demikian, proses pembangunan yang terjadi 
akan terhambat karena tidak fleksibelnya earmarking. Kondisi yang dialami oleh 
pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah yang masuk IKF rendah 
dikhawatirkan akan terjadi pada pemerintah daerah lain apabila tidak ada upaya 
untuk mengatasi atau mencegah hal yang serupa. 
Selain itu, PAD per kapita pada daerah IKF rendah yang memiliki 
penerimaan yang tinggi juga harus dialokasikan untuk kebupaten/kota yang dimuat 
dalam peraturan pemerintah UU No. 28 Tahun 2009 BAB III Pasal 94 ayat 1 
mengenai sistem bagi hasil, yang menyatakan bahwa: 
“Hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi 
 yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% 
(tiga puluh persen); 
b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan 
kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);  
c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota 
sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan 
d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada 
kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen)” 
Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan dari seluruh penerimaan PAD 
per kapita yang diterima oleh pemerintah daerah provinsi khususnya daerah yang 





sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan penerimaan PAD per kapita yang rendah selama ini kurang mencukupi 
belanja per kapitanya. Apalagi dilihat dari data penerimaan PAD per kapita 
tersebut, meskipun PAD per kapita daerah IKF rendah paling besar disumbang 
oleh pajak daerah, namun di lain sisi penerimaan tersebut harus dialokasikan 
untuk sumber pembiayaan earmarking dan untuk sistem bagi hasil kepada 
kabupaten/kota. Sehingga alokasi pembiayaan untuk belanja daerah per kapita 
akan kecil mengikuti (adjusted) terhadap sisa penerimaan pendapatan per kapita.  
4.7.2. Hubungan Dana Transfer Tak Bersyarat (Unconditional Grant) terhadap 
Belanja Daerah Provinsi di Indonesia 
Berdasarkan hasil estimasi antara unconditional grant per kapita terhadap 
belanja daerah per kapita di Indonesia berdasarkan indeks kapasitas fiskal, 
menunjukkan bahwa dana transfer tidak bersyarat (unconditional grant) per kapita 
yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap belanja daerah per kapita. Dengan kata lain, adanya kenaikan 
pada dana transfer tidak bersyarat selanjutnya akan meningkatkan komposisi 
pada komponen belanja daerah. Kondisi yang demikian menandakan bahwa 
secara umum, setiap daerah tingkat provinsi di Indonesia masih sangat 
bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat khususnya pada 
unconditional grant. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian yang 
menyatakan bahwa dana transfer tak bersyarat memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap belanja daerah serta mendukung temuan empiris yang 
dilakukan oleh Maimunah (2006), Iskandar (2012), Inayati dan Setiawan (2012), 
Abdullah dan Halim (2013), Cardenas dan Sharma (2011), dan Melo (2012). Selain 





(2016), Widarjono (2006), dan Hafiluddin (2013) juga menyebutkan bahwa transfer 
pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah.  
Dana transfer tidak bersyarat (unconditional grant) merupakan bantuan yang 
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa syarat apapun. 
Pemberian dana transfer ini lebih berpijak pada fokus pemerataan fiskal. Menurut 
Dollery and Worthington (1995) dalam Iskandar (2012) yang menyatakan bahwa 
pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer (grants) untuk memperluas 
belanja publik daripada dengan pendapatan daerah (lokal). Lalu menurut 
Darwanto dan Yulia (2007) dalam Iskandar (2012) menyatakan bahwa terdapat 
keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja 
pemerintah daerah. Secara spesifik, mereka menegaskan bahwa variabel-variabel 
kebijakan dalam pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) 
dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang 
non-linier dan asymmetric. 
Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa dana transfer memiliki porsi 
dalam menunjang pengeluaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Hal ini 
menandakan masih adanya ketergantungan daerah terutama daerah yang 
dijadikan objek penelitian yaitu pemerintah daerah provinsi terhadap dana transfer 
dari pemerintah pusat. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil estimasi pada daerah 
yang berdasarkan indeks kapasitas fiskal. Untuk mengidentifikasi lebih dalam 
pengaruh dana transfer terhadap belanja daerah, dapat dilihat dari outcome yang 
dihasilkan, yaitu pada SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Pada 
pengelolaan keuangan daerah, dana transfer akan menjadi bagian dari 
pendapatan daerah, yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
daerah dalam pengeluaran. Apabila dana transfer dari pemerintah pusat benar-





selanjutnya menyebabkan peningkatan pada belanja daerah, maka SiLPA yang 
dihasilkan dari hubungan antara unconditional grant dan belanja daerah tersebut 
akan nihil atau lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah 
memaksimalkan alokasi dana transfer (unconditional grant) untuk bermacam-
macam kebutuhan pengeluaran di daerah. Kondisi SiLPA pada setiap daerah 
provinsi berdasarkan IKF tinggi, sedang, dan rendah dapat terlihat pada gambar 
4.10, 4.11, dan 4.12. 
Pada gambar dapat dilihat bahwa daerah IKF tinggi setiap provinsi di 
Indonesia menggambarkan SiLPA yang sifatnya fluktuatif. SiLPA yang paling 
menonjol disumbang oleh Provinsi Riau antara tahun 2012 hingga 2016, yang 
memiliki persentase SiLPA lebih besar daripada daerah lainnya. Kecenderungan 
fluktuasi juga terjadi pada daerah dengan IKD sedang, di mana SiLPA yang besar 
banyak terjadi pada Provinsi Aceh, Banten dan Papua. Namun, SiLPA yang besar 
ini memiliki persentase yang lebih kecil daripada SiLPA yang ada di daerah IKF 
tinggi. Hal serupa juga terjadi pada daerah IKF rendah yang setiap tahunnya 
memiliki SiLPA yang berfluktuatif, dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 
Jawa timur menjadi provinsi penyumbang terbesar besaran SiLPA. Kondisi SiLPA 
secara umum memiliki tren yang naik lalu menurun pada tahun 2016. Kenaikan 
yang terus terjadi dapat disebabkan karena terdapat beberapa daerah pada setiap 
IKF tinggi, sedang, dan rendah yang memiliki besaran SiLPA yang cenderung 






























2011 2012 2013 2014 2015 2016
Riau Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan
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Aceh Sumatera Barat Jambi Kalimantan Barat
Sulawesi Utara Papua Banten Indonesia
Gambar 4.10: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintahan 
Provinsi Berdasarkan IKF Tinggi Tahun 2011 Hingga 2016 












Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Gambar 4.11: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintahan 
Provinsi Berdasarkan IKF Sedang Tahun 2011 Hingga 2016 








































2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sumatera Utara Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Barat Jawa Tengah
DIY Yogyakarta Jawa Timur Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara
NTB NTT Maluku Gorontalo Indonesia
Gambar 4.12: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintahan Provinsi Berdasarkan IKF Rendah Tahun 2011 Hingga 




















Kondisi SiLPA yang berfluktuatif ini dapat menggambarkan bahwa adanya 
pengaruh besaran dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat dibenarkan 
melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 pada pasal 62 yang menyebutkan 
bahwa salah satu dana SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan dana 
perimbangan dari pemerintah pusat. Begitupun menurut Kajian oleh Badan 
Kebijakan Fiskal dengan judul Kajian SiLPA (2016) yang menyatakan bahwa 
sumber pendanaan utama otonomi daerah dikontribusi oleh transfer dari 
pemerintah pusat. Pada kondisi daerah provinsi secara umum, persentase SiLPA 
yang mengalami tren meningkat dapat dikarenakan adanya perencanaan daerah 
yang tidak baik ataupun karena adanya regulasi yang tumpang tindih antar 
pemerintah. Sehingga dana SiLPA yang rendah memiliki arti bahwa dana transfer 
yang diberikan pemerintah pusat dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran yang 
semestinya. Sedangkan SiLPA yang besar memiliki arti bahwa pemerintah daerah 
belum dapat melakukan perencanaan yang baik dalam bidang keuangan daerah 
atau terdapat regulasi yang tumpang tindih antar pemerintah secara vertikal 
sehubungan dengan dana transfer. 
Pengaruh dana transfer (unconditional grant) terhadap belanja daerah juga 
dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan 
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 
pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan 
alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang mampu meningkatkan belanja 
daerah, seharusnya juga mampu membangun kualitas hidup masyarakat yang 
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Gambar 4.13: Capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pada Daerah 






Sumber: Data diolah Badan Pusat Statistik, 2018 
Gambar 4.14: Capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pada Daerah 






Sumber: Data diolah Badan Pusat Statistik, 2018 
Gambar 4.15: Capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pada Daerah 












Berdasarkan gambar 4.13 pada daerah yang masuk ke dalam kategori IKF 
tinggi, memiliki IPM yang terus naik setiap tahunnya meskipun peningkatannya 
tidak begitu besar setiap tahunnya.  Begitupun pada daerah yang masuk ke dalam 
kategori IKF sedang, kenaikan pada IPM dapat dilihat pada gambar 4.14 di mana 
perkembangan kenaikannya terus terjadi setiap tahun, walaupun terdapat 
kesenjangan antar provinsi, yaitu provinsi yang memiliki IPM rendah seperti 
Provinsi Papua. Meskipun nilai IPM cenderung rendah, namun terus 
memperlihatkan kenaikan setiap tahunnya. Pada daerah IKF rendah pun juga 
memiliki perkembangan IPM yang baik, di mana setiap tahunnya mengalami 
kenaikan meskipun kenaikannya tidak tinggi.  Secara umum, kondisi pada masing-
masing daerah berdasarkan kategori IKF memperlihatkan tren positif dari tahun ke 
tahun. IPM yang memiliki kenaikan tersebut mencerminkan kualitas hidup 
masyarakat yang baik pula dilihat dari kesehatan, pendidikan, maupun dari 
perekonomi wilayahnya. Terlepas dari itu, dapat dikatakan bahwa penerimaan 
dana transfer (unconditional grant) pada setiap daerah mampu menunjang 
kebutuhan pengeluaran daerah, sehingga outcome yang dilihat dari IPM juga 
mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang baik.  
4.7.3. Hubungan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya atau lag  Belanja Daerah 
(t-1) terhadap Belanja Daerah Tahun Selanjutnya (t) Provinsi di 
Indonesia 
Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh 
belanja daerah tahun sebelumnya atau lag belanja daerah (t-1) terhadap belanja 
daerah tahun (t), menganggap bahwa akan terjadi pengaruh yang positif dan 
signifikan antara dua variabel tersebut. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan 
pada regresi pada daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal tinggi, sedang, dan 





signifikan terhadap belanja daerah tahun (t). Hal ini secara umum menunjukkan 
bahwa ada keterkaitan antara anggaran pemerintah daerah provinsi tahun 
sebelumnya dengan anggaran tahun selanjutnya yang telah disusun. Kondisi yang 
demikian juga terjadi pada hasil estimasi berdasarkan indeks kapasitas tinggi, 
sedang dan rendah. Daerah-daerah yang berada pada setiap kategori 
menunjukkan hasil yang sama, yaitu belanja tahun sebelumnya memiliki hubungan 
yang positif dan signifikan terhadap belanja tahun (t) atau belanja tahun 
selanjutnya. Hasil pengujian-pengujian tersebut mendukung hipotesis yang telah 
diajukan serta menunjukkan bagaimana kondisi siklus anggaran pemerintah 
daerah provinsi di Indonesia dalam menyusun anggarannya setiap tahunnya. Hasil 
penelitian terdahulu oleh Amalia (2017) juga membuktikan adanya pengaruh 
positif belanja tahun lalu (t-1) terhadap belanja daerah tahun selanjutnya (t).  
Hasil estimasi pada setiap daerah berdasarkan kategori menunjukkan 
bahwa koefisien setiap kategori berbeda-beda. Hal ini ditunjukka dengan IKF tinggi 
yang memiliki koefisien paling tinggi yaitu 0,449532 daripada IKF sedang sebesar 
0,079012, dan IKF rendah sebesar 0,059483. Koefisien ini menunjukkan bahwa 
IKF tinggi paling besar memiliki pengaruh dari variabel lag belanja atau belanja 
tahun sebelumnya, disusul IKF sedang, lalu IKF rendah. Keadaan yang terjadi 
pada setiap pemerintah dalam kategori IKF tinggi, sedang, maupun rendah 
tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengaplikasikan 
anggaran yang bersifat tradisional dengan didominasi oleh penyusunan yang 
bersifat line-item dan incrementalism. Menurut Mardiasmo (2002) dijelaskan 
bahwa traditional budgeting merupakan proses penyusunan anggaran yang hanya 
mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan 
konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Selain itu, 





incrementalism dan line item adalah terjadinya overfinancing atau underfinancing 
yang dapat memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah 
daerah, yang pada akhirnya tidak mencerminkan pada pelayanan publik yang 
sesungguhnya dan cenderung terjadi pemborosan. Kecenderungan siklus 
anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang masih menerapkan 
traditional budgeting mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki 
persiapan yang baik dalam tahap perencanaan dan persiapan penyusunan 
anggaran. Selain itu, dapat juga dikaitkan dengan adanya dominasi pemerintah 
pusat yang juga memberikan porsi dana yang besar (dana transfer) yang 
mengakibatkan adanya unsur ketidakpastian menjadi tinggi dalam tahap 
penyiapan dan penyusunan anggaran, sehingga daerah lebih memenuhi 
keinginan pusat daripada memenuhi kebutuhan daerah sendiri.  
Pendekatan anggaran tradisional sejatinya sudah tidak sesuai untuk 
digunakan terlebih pada tingkat pemerintah daerah dengan tingkat desentralisasi 
yang lebih besar. Namun kenyataan daripada hasil penelitian ini berkata 
sebaliknya, bahwa pemerintah daerah masih menerapkan anggaran yang 
didasarkan pada pendekatan incrementalism dan susunan anggaran yang bersifat 
line-item. Kenyataan ini mendukung pernyataan Widyantoro (2011) dalam 
Puspitasari (2013) yang menyebutkan bahwa selama masa reformasi 
penganggaran publik dengan munculnya teknik baru penerapan performance 
budgeting di Indonesia, hanya diikuti daerah pada tingkat perubahan teknis dan 
format, namun perubahan paradigma belum banyak terjadi. Lalu hasil kajian 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dalam Puspitasari (2013) 
menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan anggaran berbasis 





Kondisi siklus anggaran pemerintahan daerah tingkat provinsi yang 
menggambarkan keadaan demikian menyiratkan pandangan yang sama yang 
dijelaskan oleh Amalia (2017) bahwa desentralisasi yang terjadi masih cenderung 
kepada desentralisasi belanja (pengeluaran) daripada desentralisasi revenue 
(penerimaan). Implikasi daripada penerapan anggaran tradisional dalam 
penyusunan anggaran pemerintah daerah provinsi ini adalah bahwa tidak akan 
ada perubahan kebijaksanaan yang berarti dalam konteks estimasi anggaran. 
Penyusunan dalam hal anggaran hanya akan menambah atau mengurangi jumlah 
rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumya dengan 
menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan 
besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. 
Lebih lanjut, pendekatan yang demikian tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan 
riil namun juga mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut pada periode-
periode anggaran selanjutnya.  
4.7.4. Fenomena Flypaper Effect pada Pemerintahan Daerah Provinsi di 
Indonesia Tahun 2011 Hingga 2016 
Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan sebelumnya, flypaper 
effect merupakan suatu kondisi di mana penyerapan belanja daerah yang 
disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grant) 
lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam jumlah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Penjelasan tersebut sangatlah bertentangan dengan prinsip 
otonomi daerah yang menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus 
lebih mampu meningkatkan kemandirian daerah otonom. Selain itu, keadaan 
demikian juga berkaitan dengan isu kapasitas daerah, di mana jika pemerintah 
daerah masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah 





kemampuan menggali dan mengelola keuangan daerahnya masih rendah. Seperti 
yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, identifikasi terjadinya fenomena 
flypaper effect pada pemerintahan daerah dapat ditandai atau diindikasikan dari 
kondisi: 1) perbandingan dua koefisien variabel bebas yaitu Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), dan unconditional grant, apabila nilai koefisien unconditional grant 
(𝛽1) lebih besar daripada nilai koefisien PAD (𝛽0) dan keduanya signifikan; atau 2) 
PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintah daerah tingkat provinsi di 
Indonesia berdasarkan indeks kapasitas fiskal dengan kategori tinggi, sedang, dan 
rendah membuktikan bahwa indikasi fenomena flypaper effect tidak terjadi pada 
setiap daerah provinsi. Pada IKF tinggi dinyatakan bahwa tidak terjadi adanya 
fenomena flypaper effect, karena nilai koefisien dari PAD lebih besar dari 
unconditional grant (0,603893 > 0,037378). Sedangkan pada daerah yang masuk 
pada kategori IKF sedang dan rendah telah terindikasi adanya fenomena flypaper 
effect. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien PAD yang lebih kecil daripada 
koefisien unconditional grant. Untuk membuktikan adanya fenomena flypaper 
effect, hasil estimasi pada daerah IKF sedang dan rendah ini mendukung temuan 
empiris yang dilakukan oleh Melo (2002), Iskandar (2012), Inayati dan Setiawan 
(2012), dan Cardenas dan Sharma (2011), serta mendukung penelitian yang sama 
pada tingkat provinsi seperti Widarjono (2006), Mutiary (2017), Sasana (2010). 
Akan tetapi, hasil penelitian untuk daerah IKF tinggi mendukung temuan empiris 
pada tingkat provinsi yang sama seperti Indriyani et al (2016), yang menyatakan 
tidak terjadi fenomena flypaper effect. 
Fenomena flypaper effect tidak terjadi pada daerah IKF tinggi, hal ini sesuai 
dengan hasil indeks kapasitas fiskal yang menggambarkan bahwa daerah pada 





mampu memenuhi kebutuhannya tanpa lebih bergantung pada dana transfer dari 
masyarakat. Daerah IKF tinggi seperti Bali dan Papua Barat yang sangat pesat 
mengembangkan sektor pariwisata dapat terus menunjang penerimaan yang 
meningkat setiap tahunnya. Kondisi yang berbeda terjadi pada daerah yang masuk 
pada kategori IKF sedang dan rendah yang terindikasi terjadi fenomena flypaper 
effect pada pengelolaan keuangan daerahnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa 
daerah belum mampu memaksimalkan potensi daerahnya dan masih menunggu 
bantuan dari pemerintah pusat berupa alokasi dana transfer. Kondisi flypaper 
effect jelas merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, 
karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah masih bergantung terhadap 
pemerintah pusat. Padahal cita-cita utama otonomi daerah adalah menciptakan 
kemandirian daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Jika hal ini terus 
dibiarkan maka otonomi daerah kemungkinan akan mengalami kegagalan. 
 Kondisi daerah yang menjelaskan adanya pengaruh flypaper effect dapat 
diketahui dari pengaruh penerimaan, pengeluaran, dan bahkan dari segi siklus 
anggaran yang diterapkan pada masing-masing daerah. Pada sisi penerimaan 
lebih khusus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dalam kategori IKF 
sedang telah mampu mendongkrak potensi sumber daya ekonominya namun 
dorongan penerimaan PAD tersebut kurang maksimal, terlampau rendah daripada 
penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari 
perbandingan kedua koefisien yang menunjukkan bahwa koefisien PAD lebih 
rendah daripada koefisien yang dihasilkan oleh unconditional grant (1,356145 < 
1,435908). Dari segi pengeluaran juga dapat dijelaskan bahwa kemampuan 
penerimaan tidak dapat menstimulus investasi swasta atau kurang menunjang 
pengeluaran yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah. 














Pegawai 205,586 122,480 152,221 133,408 188,729 299,311 42,177
Lainnya 770,810 221,226 260,810 315,397 243,493 1,502,469 261,701
Barang dan Jasa 658,863 122,900 162,697 170,352 202,889 618,726 100,130










bahwa proyeksi belanja daerah yang paling dekat dengan perekonomian atau 
pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Pada gambar 4.16 dapat dilihat 
bahwa proporsi belanja modal pada daerah IKF sedang tidak optimal, sedangkan 
belanja lain-lain betul menempatkan diri sebagai komponen paling tertinggi 
daripada komponen belanja lainnnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku belanja 
daerah yang mencerminkan daerah pada kategori IKF sedang belum optimal 
dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. kondisi ini juga melukiskan 
bahwa dana transfer kemungkinan hanya digunakan untuk memenuhi 
pengeluaran belanja lain-lain daripada belanja modal.  
Gambar 4.16: Rincian Belanja Daerah pada Pemerintahan Provinsi 













Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
Pada sisi siklus anggaran dijelaskan bahwa daerah pada IKF sedang 
memilih untuk menerapkan anggaran tradisional yang tidak sedikit menimbulkan 
kesalahan dalam perencanaan, pelakasanaan, dan evaluasi anggaran. Karena 
pada siklus anggaran yang bersifat tradisional pemerintah daerah hanya 
menjumlah atau mengurangi jumlah anggaran beradasarkann anggaran tahun lalu 
yang rawan akan banyak kesalahan. Sehingga penerapan anggaran tersebut akan 





Sedangkan pada daerah yang memiliki IKF rendah juga telah terindikasi 
adanya  flypaper effect. Kondisi ini dijelaskan pada nilai koefisen PAD yang bernilai 
negatif yaitu lebih rendah daripada koefisien unconditional grant (-1,085883 < 
1,435150). Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa kemampuan PAD yang 
diterima daerah kurang menunjang belanja daerahnya. Lebih lanjut, penerimaan 
yang diteirma pemerintah daerah harus dibagi karena danya kebijakan earmarking 
tax dan system bagi hasil menurut UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Lalu pada 
perilaku belanja daerahnya, pengeluaran belanja daerah pada IKF rendah dapat 
dilihat pada gambar 4.17. pada gambar dijelaskan bahwa perilaku belanja daerah 
lebih mengoptimalkan belanja lain-lain yang terdiri dari belanja hibah, belanja 
bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, bagi hasil, belanja 
bunga, dan belanja subsidi. Selain itu, porsi belanja barang dan jasa juga sangat 
tinggi setalah belanja lain-lain. Kenyataan ini menggambarkan bahwa selama 
periode 2011 hingga 2016, belanja yang berhubungan langsung dengan 
pelayanan publik justru tidak dioptimalkan. Kemudian pada siklus anggaran pada 
daerah IKF rendah juga memperlihatkan keadaan yang sama seperti daerah yang 
memiliki IKF sedang. Siklus anggaran masih berpedoman pada anggaran tahun 
sebelumnya di mana tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item 
peneirmaan atau pengeluaran yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Lalu, 
penerapan anggaran tradisional ini syarat dengan ketaatan dalam menggunakan 
dana yang diusulkan sehingga penilain kinerja tidak akurat dan akhirnya sekali lagi 
hanya akan menimbulkan kesalahan pada penerapan anggaran pada periode-










Gambar 4.17: Rincian Belanja Daerah pada Pemerintahan Provinsi Berdasarkan IKF Rendah Tahun 2011 Hingga 2016  
 



























Pegawai 76,184 90,329 274,706 81,684 37,162 49,662 151,795 52,691 173,945 181,169 102,685 198,539 101,248 104,783 251,679 234,968
Lainnya 283,594 299,963 209,767 191,786 273,730 207,208 272,779 225,034 258,375 261,125 279,159 263,958 243,062 222,452 306,115 286,064
Barang dan Jasa 80,973 111,693 249,830 126,783 40,545 55,119 146,283 82,174 280,931 228,991 108,788 142,386 85,857 91,482 254,763 285,811



























Pegawai 177,671 166,689 157,712 148,196 258,962 239,550 188,807 313,710
Lainnya 398,111 384,455 353,538 515,027 295,661 385,339 415,548 2,822,470
Barang dan Jasa 216,010 191,845 213,458 127,003 343,679 265,801 399,723 1,227,273








Pada IKF tinggi, meskipun dinyatakan tidak terjadi fenomena flypaper effect 
namun perlu diperhatikan bagaimana perilaku belanja daerahnya. Penerimaan 
PAD pada daerah IKF tinggi sangat besar, namun perilaku belanjanya tidak 
berbeda jauh dengan daerah pada IKF sedang dan rendah. Kondisi ini dapat dilihat 
pada gambar 4.18 di bawah ini: 
Gambar 4.18: Rincian Belanja Daerah pada Pemerintahan Provinsi 













Sumber: Data diolah DJPK, 2018 
 
Gambar di atas menjelaskan bahwa rata-rata daerah pada IKF tinggi 
memiliki proporsi belanja modal yang paling besar daripada komponen belanja 
daerah lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan daerah pada IKF 
tinggi akan mengikuti kondisi yang ada pada daerah IKF sedang dan rendah dan 
menimbulkan adanya fenomena flypaper effect karena belanja hanya digunakan 
untuk keperluan belanja lain-lain yang tidak mampu menunjang kebutuhan 
masyarakat melalui pelayanan publik, padahal penerimaan PAD sudah mencukupi 





Kemudian adanya penyebab flypaper effect dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan dengan model birokratik (bureaucratic model). Model ini menjelaskan 
bahwa pemerintah sebagai birokrat memiliki kekuasaan yang penuh dalam hal 
memaksimalkan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya keleluasaan 
pemerintah untuk membelanjakan dana transfer dari pemerintah pusat, pajak 
daerah dan retribusi daerah yang diterima sebagai pendapatan daerah. Selain itu 
juga dapat dibuktikan dari anggaran pengeluaran yang selalu meningkat setiap 
tahunnya, karena sekali lagi hanya birokrat yang memiliki lebih banyak informasi 
mengenai kepentingan masyarakatnya. 
4.7.5. Implikasi Penelitian 
Desentralisasi fiskal dan otonomi adalah kebijakan Pemerintah Indonesia 
untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh 
Indonesia melalui penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah sebagai daerah otonom, untuk mengatur urusan rumah 
tangganya sendiri karena bagaimanapun pemerintah daerah yang memiliki 
keterikatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan diimplementasikan 
kebijakan ini tidak lain selain mempercepat pembangunan juga untuk mewujudkan 
kemandirian fiskal daerah. Namun dalam hubungan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah memunculkan suatu fenomena perilaku asimetris pemerintah 
daerah yang mencoba memaksimalkan dana transfer lebih besar daripada 
pendapatannay sendiri atau biasa disebut dengan fenomena flypaper effect.  
Hasil penelitian menyebutkan bahwa fenomena flypaper effect telah terjadi 
pada daerah yang memiliki kategori IKF sedang dan rendah. Hasil ini menimbulkan 
banyak implikasi, baik dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan siklus anggaran 





karena penerimaan PAD memiliki porsi lebih rendah daripada dana transfer, selain 
itu dengan porsi PAD ternyata hanya digunakan untuk alokasi belanja lain-lain 
dengan proporsi yang tinggi dan porsi tersebut juga harus dibagi kembali dengan 
kabupaten/kota yang ada di wilayah tersebut. Terlebih lagi, siklus anggaran juga 
masih menggunakan anggaran tradisional yang rawan akan kesalahan dalam 
penerapannya. Hasil ini nantinya dapat mengakibatkan banyak masalah terutama 
pada perilaku pemeritah daerah yang kurang mampu memaksimalkan potensi 
yang ada di daerahnya sehingga pemerintah daerah selalu menunggu bantuan 
dari pemerintah pusat.  
Selanjutnya, keadaan demikian juga tidak akan mewujudkan peningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena belanja yang dioptimalkan 
hanya belanja yang tidak berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah tersebut. Pelayanan publik pun dalam kaitannya dengan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan menurun karena masyarakat 
tidak merasakan pelayanan yang maksimal sesuai dengan standar pelayanan 
minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dan akan menimbulkan indeks 
kepuasan pelayanan publik akan turun. Dari sisi pemerintah, fenomena flypaper 
effect akan menjadi suatu evalusi pemerintah pusat mengenai alokasi dana 
transfer, karena seyogyanya dana ini hanya menjadi suatu  instrumen pendukung 
dan penyeimbang ketika PAD tidak cukup lihai untuk menunjang pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. Lalu, fenomena ini juga akan 
memanjakan pemerintah daerah sehingga kurang antusias untuk meningkatkan 
potensi daerah dan kualitas layanannya kepada masyarakat. 
Untuk daerah dengan kategori IKF tinggi tidak mengalami fenomena flypaper 
effect, namun data mengenai belanja daerah memperlihatkan bahwa perilaku 





sedang dan rendah. Belanja daerah masih terpusat untuk belanja lain-lain dan 
kurang mengoptimalkan belanja modal. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan 
menimbulkan kondisi flypaper effect karena meskipun penerimaan PAD tinggi 
daripada dana transfer, namun belanja yang berhubungan langsung dengan 






Pada bab ini akan diuraikan mengenai pernyataan singkat tentang hasil 
analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah 
dilakukan serta memberikan solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan 
permasalahan dalam penelitian. 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya 
mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan transfer tak bersyarat 
(unconditional grant), dan belanja daerah tahun sebelumnya terhadap belanja 
daerah pada pemerintah daerah di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2011-2016; 
dan indikasi adanya fenomena flypaper effect, maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita pada penelitian ini memiliki 
pengaruh yang berbeda-beda pada setiap daerah. Pada IKF tinggi dan 
sedang PAD per kapita memiliki pengaruh signifkan dan positif terhadap 
belanja daerah. Sedangkan IKF rendah memiliki pengaruh signifikan namun 
negative terhadap belanja daerah per kapita. Hasil negatif ini didapatkan 
karena adanya kebijakan earmarking tax serta sistem bagi hasil yang 
diterapkan pemerintah; 
2. Dana transfer tidak bersyarat (unconditional grant) memiliki pengaruh positif 





berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) periode tahun 2011 hingga 2016. 
Kondisi ini menggambarkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat 
mampu meningkatkan belanja daerah sehingga kebutuhan daerah juga 
mampu terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari hasil outcome dari Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berfluktuatif dan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang tinggi pada masing-masing daerah yang masuk pada 
kategori IKF tinggi, sedang, dan rendah; 
3. Belanja tahun sebelumnya atau lag belanja daerah (t-1) berpengaruh 
terhadap belanja daerah tahun selajutnya (t). kondisi ini menyiratkan bahwa 
pemerintah daerah yang masuk kategori IKF tinggi, sedang, dan tinggi masih 
menerapkan anggaran yang bersifat tradisional. Proses penyusunan 
anggaran ini hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun 
sebelumnya, dan konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas 
anggaran baru (line-item atau incrementalism); dan 
4. Secara umum telah terjadi fenomena flypaper effect pada daerah yang 
memiliki kategori IKF sedang dan rendah, hal ini terlihat dari kondisi koefisien 
PAD yang lebih rendah daripada koefisien unconditional grant. Sedangkan 
IKF tinggi tidak terindikasi terjadi fenomena flypaper effect karena kondisi 
koefisien PAD yang lebih besar daripada unconditional grant. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 
bab sebelumnya, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian 
ini adalah sebagai beirikut : 
1. Pemerintah daerah pada masing-masing provinsi diharapkan mampu 
mengevaluasi dan meningkatkan lagi manajemen pendapatan daerahnya. 
Pada daerah IKF tinggi, sedang, dan rendah diharapkan mampu meng-





mewujudkan kemandirian fiskal. Lebih khusus, pada daerah IKF rendah 
diharapkan mampu menanggulangi keadaan dan hambatan yang mampu 
menurunkan kontribusi terhadap belanja daerah seperti adanya kebijakan 
earmarking tax atau sistem bagi hasil. Pemerintah harus memiliki rencana lain 
dalam menghadapi hal tersebut; 
2. Pemerintah provinsi juga harus mengevaluasi manajemen belanjanya. Pada 
kondisi ini, pemerintah perlu memperbesar porsi belanja modal dibandingkan 
belanja lainnya. Dengan adanya alokasi belanja modal yang semakin baik 
pada belanja daerah maka akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan 
desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. 
Selain itu, anggaran belanja daerah harus sesuai sasaran agar tidak 
membentuk idle fund; 
3. Siklus anggaran yang masih mencerminkan adanya penerapan anggaran 
berbasis tradidional harusnya diganti menjadi anggaran berbasi kinerja 
(performance budgeting). Hal ini mampu menggambarkan akuntabilitas dari 
kinerja pemerintah yang tidak hanya digambarkan dari keberhasilan mencapai 
output yang diinginkan melainkan juga dari sisi outcome; 
4. Kondisi yang menunjukkan bahwa terjadi fenomena flypaper effect pada 
pemerintah provinsi seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah 
pusat. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa kategorisasi Indek Kapasitas 
Fiksal (IKF) tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku pemerintah provinsi di 
Indonesia. Daerah IKF tinggi, sedang, rendah masih memiliki perilaku belanja 
dan siklus anggaran yang sama; dan 
5. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian dalam bidang yang 
sama diharapkan mampu mengembangkan populasi yang lebih luas yaitu 
seluruh Indonesia yang meliputi pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.  
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